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ABSTRAK

Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Rizka Aprina Syafni
Program Studi Akuntansi
Email : rizka.aprinal999@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem
pengendalian intern dalam penerimaan pgak kendaraan bermotor yang ada di
kantor Samsat Stabat.

Realisasi pencapaian target penerimaan pagjak kendaraan bermotordi kantor
Samsat Stabat pada tahun 2016 — 2019 sudah efektif kecuali tahun 2020
dinyatakan kurang efektif. Dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pagjak kendaraan
bermotor di kantor Samsat Stabat. Pendekatan penelitian ini bersifatdeskriptif
dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data
yang diterima dari Kantor Samsat Stabat berupa data target realisas penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Stabat yang cukup jelas untuk
menganalisis dan membandingkan dengan teori yang ada, data penelitian yang
dilakukan berupa data primer dan data sekunder. Dimana data primer dilakukan
dengan wawancara, dan data sekunder beruoa target realisasi penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitianmenunjukan bahwa sistem pengendalian intern Kantor
Samsat Stabat sudah efektif dan sudah mengacu pada unsur — unsur System
Pengendalian Intern Pemerintahserta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60
Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah kecuali pada unsur
lingkungan pengendalian hal ini dikaitkan dengan terbatasnya sumber daya
manusia yang bekerja di lingkungan. Kegiatan pengendalian yang ada juga masih
belum maksimal disebabkan ada beberapa oknum yang tidak menjalankan standar
pekerjaan sesuai yang telah diberikan untuk melayani masyarakat dalam hal
pemungutan dan penerimaan pgak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pajak Kendaraan Ber motor
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ABSTRACT

Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Rizka Aprina Syafni
Accounting Sudy Program
Email : rizka.aprinal999@gmail.com

This study aims to determine how the implementation of the internal control
system in motor vehicle tax receipts in the Stabat Samsat office.

The realization of the achievement of the motor vehicle tax revenue target at the
Sabat Samsat office in 2016 — 2019 has been effective unless 2020 is declared
less effective. Therefore, this study aims to identify and analyze the internal
control system for motor vehicle tax receipts at the Stabat Samsat office. This
research approach is descriptive by using quantitative data types, this research
was conducted with data received from the Stabat Samsat Office in the form of
target data for the realization of Motor Vehicle Tax receipts at the Stabat Samsat
Office which was clear enough to analyze and compare with existing theories, the
research data were in the form of primary data and secondary data. Where the
primary data is conducted by interview, and the secondary data is the realization
target of Motor Vehicle Tax receipts.

The results of the study indicate that the internal control system of the Stabat
Samsat Office has been effective and has referred to the elements of the
Government's Internal Control System and is in accordance with Government
Regulation No. 60 of 2008 concerning the government's internal control system
except for the element of the control environment, this is associated with limited
human resources working in the environment. Existing control activities are also
still not optimal because there are several individuals who do not carry out the
work standards that have been given to serve the community in terms of collecting
and receiving motor vehicle taxes.

Keywords:. Internal Control System, Motor Vehicle Tax
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1L atar Belakang Masalah

Saat ini, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan segala potensi
yang dimiliki. Salah satunya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Daam meningkatkan PAD Kabupaten Langkat harus mengenali dan
mengidentifikass sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan daerah dalam mewujudkan kesgahteraan masyarakat. Diantara
sumber - sumber pendapatan tersebut, salah satunya pajak daerah merupakan
sumber pendapatan yang dapat meningkatkan PAD. Pajak memiliki fungsi
sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan sebagai sumber dana yang
diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak
merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Selain itu pgjak berfungsi sebagai

aat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Semakin banyaknya fasilitas jalan yang dibangun pemerintah maka akan
semakin banyak kendaraan bermotor di Stabat. Karena saat ini, pembelian
kendaraan bermotor apalagi roda dua bisa dilakukan dengan kredit sehingga
dengan membayar DP Rp. 500.000 masyarakat sudah bisa mendapatkan satu
kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan
bermotor Stabat mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan di sektor

pajak kendaraan bermotor.



Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan
daerah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat
diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sgak
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia Dengan adanya otonomi daerah
didorong untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat

mendukung pembiayaan pengel uaran daerah.

Sesuai dengan Undang - undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah, Undang - undang N0.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Daerah, Undang — undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pagjak Daerah dan
Retribusi Daerah bersumber dari pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa
dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan daerah, yang tujuannya untuk meningkatkan dan meratakan

kesgj ahteraan masyarakat.

Pgak kendaraan bermotor merupakan pgak yang dipungut atas
kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian tersebut dapat
ditemukan dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor,
para petugas dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan
operasional secara professional. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan
pelayanan yang lebih balk dan cepat bagi wajib pajak serta tetap dapat
membuatlaporan pendapatan pajak yang lebih baik dan akurat. Sistem
pembayaran pajak kendaraan bermotor harus dilakukan dengan efektif agar tidak

terjadi penyimpangan atau kesalahan terhadap prosedur maupun dokumen —



dokumen dalam prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor agar berjalan
dengan lancar maka harus diimbangi dengan usaha yang lebih efektif, baik dalam
sistem pencatatan atau pengolahan data. Oleh karena itu, diperlukan sistem
pengendalian internal agar dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak

kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dikantor bersama SAMSAT Stabat
bahwa dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran
PKB, maka semakin banyak tugas yang dilakukan oleh petugas dalam pelayanan
pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut memungkinkan adanya
kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak
kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa
pengendalian internal memiliki peranan yang sangat penting dalam pemungutan
pajak kendaraan bermotor khususnya di Stabat dalam Peraturan Daerah No. 2

Tahun 2015 Tentang Pgjak Kendaraan Bermotor.

Pada suatu pendapatan yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan
asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor di karenakan peningkatan jumlah
kendaraan seiring dengan petambahan penduduk setigp tahunnya yang
mengakibatkan ketergantungan terhadap transportasi baik jenis kendaraan
bermotor umum maupun jenis kendaraan pribadi, sehingga pungutan pajak
kendaraan bermotor memberikan pemasukan yang besar terhadap Pendapatan

Adli Daerah (PAD).

Untuk dapat menghasilkan Realisass Anggaran yang relevan, handal dan

akurat serta dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem yang baik. Sistem



yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisasi
anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk
pembuatan keputusan. Menurut (Mardiasmo, 2013) bahwa “Pengendalian adalah
mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin
dilaksanakannya sistem dan kebijakan mangemen sehingga tujuan organisas
dapat tercapai”. Agar proses penerimaan dan pemungutan pagak kendaraan
bermotor akan terlaksana dengan baik. Sehingga redlisasi penerimaan pajak

kendaraan bermotor meningkat sesuai dengan target yang direncanakan.

Realisas dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor

Samsat Stabat
Tabel 1.1
TAHUN TARGET REALISAS CAPAIAN
(%)

2016 27.410.671.610 31.920.175.707 116,45%
2017 27.110.626.610 29.327.003.444 108,17%
2018 27.983.607.728 43.112.288.130 154,06%
2019 43.560.530.017 44.367.906.670 101,34%
2020 45.779.012.155 36.412.526.836 79,54%

Sumber data : Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah Stabat

Berdasarkan tabel 1.1 readlisas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor
tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 mengalami peningkatan penerimaan yang
melebihi dari target yang telah ditetapkan per UPT SAMSAT, dimana realisas
penerimaan di tahun 2016 Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 116,45%, di tahun
2017 mengalami penurunan menjadi 108,17%, di tahun 2018 dan tahun 2019

Pgak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan menjadi 154,06% dan



101,34% dan pada tahun 2020 Pgjak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan
menjadi 79,54%.

Readlisasi penerimaan Pgjak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 kurang
efektif, dilihat dari data menunjukkan penurunan yang signifikan sehingga tidak
mencapal potensi target yang telah ditentukan.Menurut (Halim, 2014) menyatakan
bahwa efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan
pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potenss real daerah. Kemampuan daerah dalam
melaksanakan dapat dikatakan efektif apabilatelah mencapai 1 atau 100%.

Tidak tercapainya realisas tersebut disebabkan kurangnya sistem
pengendalian intern pada penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan
paak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Stabat yaitu unsur lingkungan
pengendalian yaitu dalam penegakan integritas dan nilai etika seperti kurangnya
kedisiplinan pegawai, kurangnya Sumber Daya Manusa (SDA) yang
menyebabkan terbatasnya pelayanan, kurangnya unsur kegiatan pengendalian
yaitu tidak adanya pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan
pegawal Kantor Samsat Stabat melainkan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh
BKD sga . serta hambatan berupa jaringan yang membuat aplikas Samsat
terbatas beroperasi. kemudian dilihat dari pencapaian target ditahun 2020 yang
menurun signifikan dari tahun sebelumnya dalam pelaksanaan penerimaan pajak
kendaraan bermotor dan juga terjadinya Pandemi yang dialami pada tahun 2020.
Sedangkan menurut (Karina, N., & Budiarso, 2016) Ketidak patuhan wajib pajak
daam membayar pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh terhadap

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada setiap daerah sehingga kepatuhan



masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan lagi
agar tercapai target pgjak yang ditetapkan.

Kepatuhan wajib pgjak menjadi faktor yang penting dalam merealisasikan
penerimaan pajak sebagal penunjang pendapatan daerah yang akan memberikan
kontribus dalam pembangunan Negara Indonesia. Hal ini sgjalan dengan yang
diungkapkan oleh (Wardani, 2017) bahwa apabila tingkat kepatuhan wajib pagjak
tinggi tentu akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan
pemerintah dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Kepatuhan wajib
pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewagjiban
perpajakan dan pelaksanaan hak perpaakannya sesuai dengan undang — undang
yang berlaku (Pratiwi, I., & Irawan, 2019).

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawa untuk memberikan keyakinan
memadal atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang - undangan”. Dalam lingkungan pengendalian yang
terdapat dalam PP No0.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern
pemerintah Bab I1; Pasal |1 1 huruf ayat untuk memberikan keyakinan yang
memadal atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peraturan pemerintah ini
menerangkan bahwasannya instansi pemerintah harus melakukan pengendalian
efektifitas penerimaan ini ternyata karena realisasinya rendah kemungkinan

instans terkait tidak melakukan pengendalian intern dengan baik. Kemudian di



lihat pada banyaknya wajib pajak yang menunggak atas pembayaran pajak dan
juga tidak membayar pajak kendaraan bermotor tersebut sehingga pencapaian
penerimaan pagak kendaraan bermotor tidak mencapai target. Untuk dapat
melaksanakan proses penerimaan pajak kendaraan bermotor ini, proses tersebut di
dukung dengan adanya sistem pengendalian intern, dimana dalam kepatuhan
Wajib Pgak tidak hanya berbicara tentang peran yang penting dari Dinas
Pendapatan tetapi proses penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor
berkaitan dengan sistem intern.

Dengan adanya sistem pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan
bermotor diharapkan akan meningkatkan penerimaan sesuai dengan potensi yang
di miliki pgak daerah, pengendalian intern yang bak diharapkan dapat
memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa penerimaan pgjak kendaraan
bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di lakukan dengan benar
sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern dalam proses
penerimaan pajak kendaraan bermotor maka penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul “Analiss Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Stabat’’.

1.2 Identifikasi Masalah
Penelitian ini di lakukan pada SAMSAT Stabat diperoleh data dan
informasi tentang masalah yang timbul. Adapun identifikasi masalah penelitian ini

adalah :



1. Tidak tercapainya target penerimaan Pgak Kendaraan Bermotor pada
tahun 2020 yang telah ditetapkan per UPT Kantor Samsat.
2. Kurangnya efektifitas sistem pengendalian intern dalam penerimaan PKB

di Kantor SAMSAT Stabat.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang diteliti
adalah:
1. Bagaimana pencapaian target penerimaan Pgjak Kendaraan Bermotor pada
kantor Samsat Stabat ?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak

kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Stabat?

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pencapaian target penerimaan Pgjak Kendaraan
Bermotor pada Kantor Samsat Stabat.
2. Untuk mengetahui peneragpan sistem pengendalian intern dalam
penerimaan paak kendaraan bermotor secara efektif pada Kantor

SAMSAT Stabat.

1.5Manfaat Pendlitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :



1. Bagi penulis adalah sebagai bahan pembelgjaran yang ilmiah dan juga
menambah wawasan dan pengetahuan mengena sistem pengendalian
intern penerimaan pagjak kendaraan bermotor di SAMSAT Stabat.

2. Bagi Kantor SAMSAT Stabat, hasil penelitian ini menjadi pedoman dan
masukan khususnya dalam sistem pengendalian intern penerimaan
paj akdaerah.

3. Bagi pendliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk
penelitian lain tentang analisis sistem pengendalian intern penerimaan

pajak daerah.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern menurut (Romney, M. B., Steinbart, 2014)
“pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang
dipergunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, memberikan informasi yang
dapat dipercaya atau mendorong dan memperbaiki efisiens jalannya suatu
organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Pengertian pengendalian internal menurut (Agoes, 2013) “pengendalian
internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, mangemen
dan persona lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang dapat
dipercaya mengenai pencapaian yang bertujuan untuk melihat kebenaran laporan
keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku”.

Menurut (Mulyadi, 2012)“pengendalian intern meliputi  struktur
organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntans,
mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Berdasarkan pengertian pengendalian intern diatas maka penulis
simpulkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem, struktur atau prosedur

yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan yaitu menjaga kekayaan
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organisasi, mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi yang di
koordinasikan sedemikian mungkin dan mendorong kepatuhan kebijakan
hukumdan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal yang baik dan efektif dapat memberikan
informasi yang tepat bagi mangjer maupun dewan direks yang baik untuk
mengambil keputusan ataupun kebijakan yang tepat demi pencapaian tujuan
perusahaan yang lebih efektif.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 “ Proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadal atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan”.

2.1.1.2 Komponen Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern memiliki 5 unsur tertegritasi, yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan
pemantauan. Kelima komponen ini memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan
organisasi secara berkualitas sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah,
mengemukakan komponen - komponen sistem pengendalian intern sebagai
berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan pengendalian merupakan unsur yang paling penting yang 20

mempengaruhi unsur - unsur lainya. Lingkungan pengendalian yang buruk akan
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memberikan kontribusi yang signifikan di dalam kegagalan efektivitas unsur SPIP
lainya. Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian yang
bersifat soft control dinamis sehingga teknis yang digunakan untuk menilai
keberadaan dan efektifitas diperoleh dari pendapatan dan persepsi para pegawai
dibandingkan dengan kondisi fisiknya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan
instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam
lingkungan kerjanya melalui delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagai
berikut:

1. Penegakan integrasi dan nilai etika.

2. Komitmen terhadap kompetensi.

3. Kepemimpinan yang kondusif.

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

5. Pendel egasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber
daya manusia.

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif,dan

8. Hubungan atas penilaian resiko kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah
terkait.

2. Penilaian Resiko (Risk Assessment)
Suatu kebijakan atau prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan

dalam menilai bahwa tugas atau perintah yang diberikan oleh mangemen telah
dijalankan dengan baik atau tidak. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008

tentang system pengendalian internal pemerintah mendefinisikan risiko sebagi
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suatu kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran
instanss pemerintah. Definis  tersebut menitik beratkan pada adanya
ketidakpastian yang dapat mendatangkan risiko. Oleh karena itu sehubungan
dengan resiko yang dihadapinya, pimpinan instans harus melakukan penilaian
terhadap risiko yang dihadapinya.

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlakukan untuk

mengatas risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
Berdasarkan tujuan instansi pemerintah, kegiatan pengendalian berkaitan dengan
operas, laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
serta pengamanan asset negara. Meskipun kegiatan pengendalian berkaitan
dengan salah satu pengendalian tersebut, namun dalam prakteknya saling
berhubungan, tergantung lingkungannya. Suatu kebijakan atau prosedur yang
dapat membantu suatu perusahan dalam meyakinkan bahwa tugas atau perintah
yang diberikan oleh mangemen telah dijalankan.
4. Informas dan Komunikas (Information and Communication)

Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran
informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelolah, dan mengendalikan
kegiatan instansi. Kudlitas sistem informasi dan komunikass mempengaruhi
kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan
kegiatan instansi dan untuk menygiikan laporan yang dapat diandalkan.
Pengindentifikasian atau penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu
bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan

tanggungjawabnya.
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5. Pemantauan (Monitoring)

Tanggung jawab penting pimpinan suatu organisasi adalah membangun
dan mempertahankan pengendalian internalnya. Pimpinan perlu memantau
pengendalian untuk memastikan apakah pengendalian tersebut berfungsi seperti
yang diharapkan dan apakah diperlakukan perbaikan atau perubahan karena
berubahnya kondisi lingkungan. Dalam mengevaluasi pengendalian internal suatu
lembaga atau instansi pemerintah, dibutuhkan kerangka. Oleh karena itu peraturan
pemerintah nomor 60 tahun 2008 menjabarkan unsur pemantauan pengendalian
internal ke dalam tiga sub unsur, yaitu :

1) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan
rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam
pel aksanaan tugas.

2) Evauas terpisah

Evaluas terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan

pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
3) Tindak lanjut

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainya harus segera
diselesaikan dan dilaksanakan sesua dengan mekanisme penyelesaian
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada suatu
waktu. Aktivitas pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian
mutu pengendalian internal dengan dasar waktu yang mengambil tindakan
perbaikan yang diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi untuk menentukan

bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan.
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2.1.1.3Manfaat Pengendalian Intern
Menurut (Romney, M. B., Steinbart, 2014) tujuan pengendalian intern

adalah sebagai berikut :

a. Efektivitas dan efesiensi operasi organisasi
Pengendalian internal dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber
daya secara efektif dan efesien untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya
yang dimaksud adalah individu/petugas yang terkait dan sarana yang tersedia
dalam kegiatan penerimaan pgjak daerah.
b. Keandalan PelaporanK euangan
Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa
laporan keuangan disgiikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntans
Barterima Umum (PABU).
c. Kesesusaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku
Mangemen menetapkan peraturan - peraturan dan prosedur untuk
membantu mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern yang
memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.
2.1.1.4Fungs Pengendalian Intern
Pengendalian intern memiliki 3 fungsi yaitu :
a. Preventive control, pengendalian untuk pencengahan, mencegah timbulnya
suatu masal ah sebelum masalah muncul.
b. Detective control, pengendalian untuk pemeriksaan, dibutuhkan untuk
mengungkap masal ah begitu masal ah tersebut muncul.
c. Corrective control, pengendalian korektif. Memecahkan masalah yang

ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan.
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2.1.1. 5Efektivitas Pengendalian I ntern

Sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau rangkaian kegiatan
yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.Dengan demikian sistem
pengendalian internal penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif adalah :

a. Karyawan yang mampu dan dapat dipercaya, untuk mendapatkan seorang
karyawan yang kompeten perusahaan dapat memberikan gaji yang baik,
memberikan pelatihan dan mengawasi tugas mereka.

b. Tugas pertanggungjawaban, semua tugaskewagjiban telah didefinisikan
dengan jelas dan ditugaskan pada masing-masing individu yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas tersebut.

c. Memberikan kekuasaan yang tepat, suatu organisasi biasanya mempunyai
sekumpulan aturan - aturan tertulis yang memuatprosedur —
prosedurpengesahan setiap penyimpangan dari kebijaksanaan standar akan
membutuhkan pemberian kuasa yang layak/pantas.

d. Pemisahan tugas, konsep pemisahan tugas dalam pengendalian internal
akan membatasi kesempatan terjadinya kesalahan dan tugas memberikan
ketepatan bagi catatan — catatan.

Suatu pengendalian internal berjalan efektif dan efisien maka ada beberapa
unsur pengendalian yang harus dilakukan.Adapun unsur -unsur sistem
pengendalian yang harus dilaksanakan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.
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2.1.2 Konsep Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Daam suatu Negara pajak memegang peran yang sangat penting sebagai
sumber penerimaan yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan
pemerintahan dan pembangunan serta alat regulasi. Menurut(Agoes, 2013) “ Pajak
adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh Wagjib
Pajak membayarnya menurut peraturan — peraturan dengan tidak mendapatkan
prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayal pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk
menyel enggarakannya’.

Menurut undang- undang No. 16 Tahun 2009 “ Pgak kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa
berdasarkan undang — undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung
dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.

Menurut(Rochmat Soemitro, 2011)“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan
Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen
prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum”.

Menurut(Smeets, 2014)“Pgak adalah Prestas pemerintah yang terutang
melalui norma-norma umum, dan dapat di paksakan tanpa adanya kontraprestas

yang dapat ditunjukkan dalam hal individual”, maksudnya adalah membiayai
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pengeluaran pengeluaran pemerintah.Unsur- unsur pokok dalam defenisi pajak

adalah:

luran / pungutan
Pajak dipungut berdasarkan undang - undang
Pajak dapat dipaksakan

Tidak menerima kontra prestasi

moOoO w >

Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Dari pengertian - pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri -
ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

a. Pgak dipungut berdasarkan Undang - Undang serta pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran pgjak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi
individual pemerintah.

c. Pgak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

d. Pagjak diperuntukkan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah yang bila
dari pemasukannya mash terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai.

e. Pgak nasib rakyat banyak. Oleh karena itu menurut pasal 23 ayat (2)
undang- undang dasar 1945 “Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan Undang — undang’”.

Menurut (Rachmat Soemitro, 2012) undang - undang pajak adalah produk
hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma - norma hukum, bak
mengenai pembuatnya, pelaksanaanya, maupun mengenai materinya. Ada dua
prinsip yang lazim digunakan dalam prinsip perpgjakan di Indonesia khususnya

yaitu :
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a. Prinsp keuntungan, yaitu menyatakan bahwa individu harus dibebani
pajak dengan propors untuk keuntungan yang mereka dapatkan dari
program- program pemerintah. Sama seperti orang membayar uang secara
pribadi dalam proporsi untuk konsums mereka atau roti pribadi, pajak
seseorang harus berkaitan dengan pemakaian mereka atau barang — barang
kolektif.

b. Prinsip kemampuan untuk membayar, yang menyatakan bahwa jumlah
pagak yang harus dibayar oleh seseorang harus berkaitan dengan
pendapatan atau kesehatan, semakin tinggi pula pajaknya. Biasanya sistem
pajak yang diatur dengan prinsip kemampuan membayar juga bersifat
redistributive yang berarti bahwa mereka mendapatkan dana dari orang-
orang dengan pendapatan yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan
konsumsi kelompok - kelompok yang lebih miskin (Samuelson, P. A., &
Nordhaus, 2013).

2.1.2.2 Fungs Pajak Dan Sistem Pemngutan Pajak

2.1.2.2.1 Fungsi Pajak

Pgak mempunya peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran
termasuk pengeluaran pembangunan. Pgjak yang dipungut oleh pemerintah
mempunyai fungsi sebagai :

1. Fungs Budgetaire(Anggaran)
Pgak merupakan suatu aat (sumber) untuk memasukan uang ke kas

negara sebanyak - banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai
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pengeluaran - pengeluaran rutin negara. Contoh dimasukkannya pajak dalam
APBN sebagai penerimaan dalam negara.
2. Fungs Regulerend(Mengatur)

Pgjak adalah suatu alat untusk mencapal tujuan - tujuan tertentu yang
sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain
sebagainya yang sesual dengan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang social dan ekonomi dalam menyel enggarakan politiknya
dalam segala bidang. Bahkan pada negara modern fungs mengatur justru
menjadi tujuan politik dari pajak. Contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap
barang - barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Adriani, 2013).
2.1.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pgjak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A undang - undang
dasar yang berbunyi “Pgjak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan Undang — Undang’. Berdasarkan ketentuan
tersebut maka pemungutan terhadap segala jenis pajak harus didasarkan pada
undang- undang. Y ang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai Fiskus
(pemungut pajak). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke
pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan
kontrak prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan
tarif secara sembarangan karena menurut undang - undang dasar 1945.

Pembuatan Undang - undang dasar 1945, dilakukan oleh Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersama - sama. Sedangkan Pengaturan
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pajak berdasarkan undang - undang berarti mengenai masalah tarif besarnya pgjak
sudah merupakan kesepakatan antara Presiden ( pemerintah) dan DPR.

Salah satu aspek yang penting dalam hukum perpgjakan adalah wewenang
fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari masyarakat.yang
diutamakan dalam pemungutan pajak adalah unsur keadilan sebab apabila
keadaan tidak tercapa dalam pemungutan pajak, maka dapat menimbulkan
pengaruh yang sangat negatif dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia telah di kenal tiga sistem pemunguta pajak, kewenangan dan
cara menetapkannyapun berbeda-beda, adapun tiga macam sistem pemungutan
paak, yaitu :

a. Official assessmentsystem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pemerintah untuk menetukan besarnya pagak terutang oleh wajib paak. Ciri -
cirinyayaitu :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

2. Wajib pgjak bersifat pasif

3. Hutang pajak timbul setelah di keluarkannya surat ketetapan pajak oleh

fiskus
b. Self assessmentsystem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri - cirinya
yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib

paj ak.
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2. Wagjib pgak aktif mula menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pgak terutang.
3. Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawas.

c. With holding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada
pihak lain atau pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak, pihak ke tiga tersebut adalah pihak lain selain
pemerintah dan wajib pajak.

2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan

maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu :
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum paak pun
mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil
dalam perundang - undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:
a. Dengan mengatur hak dan kewajiban parawajib pajak.

b. Pgjak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi
syarat sebagal wajib pgak.

c. Sanks atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan
berat ringannya pelanggaran.
2. Pungutan pajak harus berdasarkan UU (Hukum Yuridis) sesuai dengan

Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi :"Pagjak dan pungutan yang bersifat
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untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang", ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pgjak yaitu :
a Pemungutan pgak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU
tersebut harus dijamin kelancarannya.
b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara
umum.
c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi parawagjib pgjak.
3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan pagak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan
sampa mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan,
maupun jasa. Pemungutan paak jangan sampa merugikan kepentingan
masyarakat dan menghambat lgjunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil
dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya - biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pgjak harus
diperhitungkan. Jangan sampa pajak yang harus dibayarkan lebih rendah
dibandingkan biaya pengurusan paak tersebut. Oleh karena itu, sistem
pemungutan pagak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan
demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak
baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam

pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam

menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak
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yang positif bagi para wajib pagak untuk meningkatkan kesadaran dalam
pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pgjak rumit, orang akan
semakin enggan membayar pajak.
Contoh :
a. Beamaterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tariff.
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu
10%.
c. Pgak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan
disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan

maupun peseorangan (pribadi).

2.1.2.4 AsasPemungutan Pajak dan Pengenaan Pajak

2.1.2.4.1 Asas Pemungutan Pajak

Asas - asas pemungutan paak sebagaimana dikemukakan oleh Adam
Smith dalam (Waluyo, 2015), dinyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya
didasarkan pada :

a. Equdity

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pagjak dikenakan
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak
atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan
bahwa setigp Wajib Pgjak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah

sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
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b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang - wenang. Oleh karena itu,
Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pgak yang
terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan Wajib Pgjak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan
saat - saat yang tidak menyulitkan Wajib Pgjak. Sebagai contoh pada saat Wajib
Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut Pay as Y ou Earn.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan
kewgjiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian
pula beban yang dipikul Wajib Pajak. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak
perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternative
pemungutannya.Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan
dan asas yang masih diperlukan lagiyaitu pemahaman atas perlakuan pajak
tertentu.
2.1.2.4.2 Asas Pengenaan Pajak

a. Asas Tempat Tinggal

Ini sering disebut juga asas domisili yang merupakan asas pemberlakuan
pajak bagi pihak yang ditempat dia berdomisili. Dalam asas ini Negara berhak
memungut pagak dari seseorang atau badan yang berdomisili diwilayahnya,
baikpenghasilan dari dalam maupun luar negeri. Sehingga memunculkan Subjek
Pajak Dalam Negeri seperti diatur UU No.17 Tahun 2000 tentang penghasilan

meliputi :
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(1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia
lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan.

b. Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan
berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Subjek Pgjak Badan , yaitu badan yang didirikan atau bertempat di
Indonesia.

(3) Subjek Pajak Warisan, yaitu warisan yang belum terbagi.

b. Asas Sumber

Disini berarti bahwa negara berhak untuk memungut pgjak dari seluruh

penghasilan seseorang atau badan yang mendapatkan penghasilannya dari seluruh
wilayah Negara tersebut tanpa melihat dimana siwajib pgjak itu tinggal. Sehingga
muncul dengan Subyek Pgjak Luar Negeri yang diatur dalam UU No.17 Tahun
2000 tentang pajak penghasilan.

(1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat
tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
yang menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia meski
bukan menjalankan usaha atau pekerjaan.

(2) Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang tidak didirikan atau
berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui Badan
Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan memperoleh penghasilan dari

Indonesiatidak melalui BUT di Indonesia
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2.1.25 Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :
1. Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh :
a. Pekembangan intelektual dan moral masyarakat
b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
c. Sistem control tidak terlaksana dengan baik
2. Pelawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk
perlawanan tersebut adalah :
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pagak dengan tidak
melanggar peraturan perpajakan.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar
peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggel apan pajak.
2.1.3 Pajak Kendaraan Ber motor
2.1.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Ber motor
a) Pengertian PKB
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pagak atas kepemilikan atau
penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan
bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang
digunakan di semua jenisjalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa

motor atau peralgtan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
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energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat - alat besar yang bergerak.

b) Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah
satu pgjak daerah provinsi. Sebagai pgak daerah provins pada hakikatnya tidak
dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek
pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak
Daerah dan Retribus Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotoryang bersangkutan, termasuk alat - alat berat dan alat - alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3
ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan
bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah
sebagai berikut :

a Keretaapi

b. Kendaraan bermotor yang semata — mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara.

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,

perakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga — lembaga
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Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pgak dari
pemerintah.

. Objek paak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah. Pengecualian
sebagal kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah
berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah.
Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan
pajak. Jika pengecualian itu itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan

pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan

pajak.

c¢) Dasar Pengenaan Pgjak Kendaraan Bermotor

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian

dari 2 (dua) unsur pokok :

(&) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan

(b) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermotor.

2. Dasar pengenaan pagak khusus untuk kendaraan bermotor ang
digunakan di luar jalan umum, termasuk alat - alat berat besar serta
kendaraan di air, adalah nilai jual kendaraan bermotor.

3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka
(1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan harga pasaran

umum atas suatu kendaraan bermotor.
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4. Nila Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka
(3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu
pertama bulan Desember Tahun Pgjaksebelumnya.

5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah
harga rata - rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang
akurat.

6. Daam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak
diketahui, Nila Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan
berdasarkan sebagian atau seluruh faktor — faktor :

(@) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan
tenaga yang sama;

(b) Pengguna kendaraan bermotor untuk umum ataupribadi

(c) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor
yang sama

(d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan
bermotor yang sama

(e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor

(f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sgenis;
dan

(g) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).

7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan
dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu),

dengan pengertian sebagai berikut :
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(a) koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor
tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;dan

(b) koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan
bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan
faktor - faktor :

(a) tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as,
roda dan berat kendaraan bermotor

(b) jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut
solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar
lainnya; dan

(c) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri  mesin
kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2
(dua) tak atau 4 (empat) tak, dan is silinder.

9. Penghitungan dasar pengenaan Pgak Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8),
dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

10. Penghitungan dasar pengenaan Pagak Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap

tahun.
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d) Tarif Pgjak Kendaraan Bermotor
1. Tarif Pgak Kendaraan Bermotor kepemilikian oleh orang pribadi
ditetapkan sebagai berikut :

(@) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua
persen)

(b) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua
koma lima persen)

(c) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga
persen)

(d) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5%
(tigakomalima persen)

(e) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat
persen)

(f) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5%
(empat koma lima persen)

(9) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima
persen)

(h) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5%
(limakoma lima persen)

(i) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6%
(enam persen)

() untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5%

(enam koma lima persen)
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(K) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7%
(tujuh persen)

(1) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5%
(tujuh koma lima persen)

(m)untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8%
(delapan persen)

(n) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar
8,5% (delapan koma lima persen);untuk kepemilikan kendaraan
bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen)

(o) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar
9,5% (Sembilan koma lima persen)

(p) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10%
(sepuluh persen)

2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%

(dua persen)

3. Tarif Pgjak Kendaraan Bermotor untuk:

(@) TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan
sebesar 0,50% (nol koma limanol persen)

(b) Angkutan Umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam
kebakaran, sebesar 0,50% (nol komalimanol persen)

(c) Sosia Keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%
(nol komalimanol persen)

4. Tarif Pgjak Kendaraan Bermotor alat - aat berat dan alat - alat besar

ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).
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e) Perhitungan Pgjak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pgjak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pgak dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9)
dan (10).

f) Masa Pajak

1. Pgak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pgak 12 (dua
belas) bulan berturut - turut terhitung mulai saat pendaftaran
kendaraan bermotor.

2. Pgak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.

3. Untuk Pgjak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force
majeure) masa. Pgjaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat
dilakukan restitusi atas pgjak yang sudah dibayar untuk porsi masa
pajak yang belum dilalui.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur
dengan Peraturan Gubernur.

2.1.3.2 Sanks Pajak Kendaraan Ber motor

Terdapat beberapa sanks PKB bagi wajib pgak yang tidak mematuhi

kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya antaralain yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Apabila wajib paak terlambt mendftar dan terlambat membayar atas

kendaraan yang di daftarkan lebih dari 30 hari di kenakan sanks administras

berupa bunga 2 % sebagal di maksud dalam pasal 97 UU No. 28 tahun 2009.



2. Sanks Pidana

Apabila wagib pgak tidak menyampaikan surat Tetap Pgak Daerah
(STPD) atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat di pidana kurungan paling ama satu tahun atau denda paling banyak dua kali
jumlah pajak yang terutang.
2.1.3.3 Pelayanan Public

Menurut UU No.25 tahun 2009 pelayanan pubik adalah kegiatan atau
rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perndang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau
pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggaraan public.
2.1.3.4 Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak menurut(Hutagaol, 2015) adalah: “Penerimaan
pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus
dan dapat dikembangkan secara optimal sesua kebutuhan pemerintah serta
kondisi masyarakat.” Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh
pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampal pada definisi
singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan
dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para
pendiriawal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran
yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).
2.1.3.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak aadalah keadaanmengetaui atau mengerti

sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah
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kerelaan memenuhi kewagjibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana
untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pgaknya.

Kesadaran perpgjakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungs pajak,
berupa konstelasi komponen kognitif, efektif dan konatif yeng berinterasi dalam
memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungi pajak.
Kesadaran perpajakan berkosekuensi logis untuk wajib pgak, yaitu kerelaanwajib
pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungs perpaakan. dengan
cara membayar kewajiban pajaknya secaratepat waktu (Sawarjuwono, 2015).
2.2 Kerangka Berfikir

SAMSAT merupakan instituss Pemerintahan Daerah dalam proses
penerimaan Penerimaan Pendapatan Adli Daerah. Penerimaan Pendapatan Adli
Daerah salah satunya berasal dari Pgjak daerah yaitu Pgjak dari kantor Samsat
Stabat yang terdiri dari Pgak Kendaraan Bermotor. Pgjak kendaraan bermotor
merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang cukup besar bagi
pemerintahan daerah , di karenakan pertambahan penduduk setiap tahunnya yang
mengakibatkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan
akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda
dua. Menurut PP Rl No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 36 terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawa untuk memberikan keyakinan
memadal atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern dapat

berjalan efektif dan efisien apabila suatu instans dapat menerapkan aktivitasnya



36

dengan memenuhi komponen - komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008.Komponen pengendalian
menurut PP Rl No. 60 Tahun 2008 yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian
risiko, Aktivitas pengendalian, Infornasi dan komunikasi, Pemantauan Tujuan
adanya sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor dalam meningkat kan penerimaan pajak daerah adalah untuk mengatasi
penyimpangan yang mungkin terjadi pada kantor SAMSAT Stabat. Berikut

kerangka berfikir di atas dapat di gambarkan sebagai berikut.

s

Gambar 3.1
Kerangka Berfikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penekatan deskriptif. Metode
deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti setatus dari
sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondis,
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. adapun tujuan dari penelitian
deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskipsi atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena
yang sedang diselidiki.
3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variable di gunakan untuk melihat sgjauh mana
varias pada satu atau lebih faktor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan
juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adapun definisi
operasional ini adalah sebagai berikut :
3.2.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat
komponen lainnya. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian,
auditor harus mempertimbangkan sub komponen pengendalian yang paling
penting, yaitu :
1. Penegakan integrasi dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.

3. Kepemimpinan yang kondusif.
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4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendel egasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber
daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif,dan
8. Hubungan atas penilaian resiko kerja yang bailk dengan Instansi Pemerintah
terkait.
3.2.2 Penilaian Resiko

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian
internal pemerintah mendefinisikan risiko sebagi suatu kemungkinan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Definis
tersebut menitik beratkan pada adanya ketidakpastian yang dapat mendatangkan
risiko.
3.2.3 Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlakukan untuk
mengatas risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
Berdasarkan tujuan instansi pemerintah, kegiatan pengendalian berkaitan dengan
operas, laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
serta pengamanan asset negara.
3.24 Informas dan Komunikas

Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran
informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelolah, dan mengendalikan

kegiatan instansi. Kualitas sistem informasi dan komunikasi mempengaruhi
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kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dalam
mengendalikan kegiatan instansi dan untuk menyajikan laporan yang dapat
diandalkan. Pengindentifikasian atau penangkapan dan pertukaran informasi
daam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu
melaksanakan tanggung jawabnya. Tujuan sistem informasi dan komunikas
akuntansi dari entitas adalah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan
transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktivitas
terkait.
3.2.5 Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian
internal secara berkelanjutan atau periodik oleh mangemen untuk menentukan
bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah
dimodifikas sesuai dengan perubahan kondisi. Tanggung jawab penting pimpinan
suatu organisas adalah membangun dan mempertahankan pengendalian
internalnya. Dalam mengevaluasi pengendalian internal suatu lembaga atau
instans pemerintah, dibutuhkan kerangka. Oleh karena itu peraturan pemerintah
nomor 60 tahun 2008 menjabarkan unsur pemantauan pengendalian internal ke
dalam tiga sub unsur, yaitu :

1) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan
rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam
pel aksanaan tugas.

2) Evaluas terpisah
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Evaluas terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan

pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

3) Tindak lanjut

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainya harus segera

diselesaikan dan dilaksanakan sesua dengan mekanisme penyelesaian

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Tabel 3.1 Instrumen Pendlitian

Variabel Kis —kis

Deskrips

Efektivitas

Penetapan tujuan, visi, misi dan standar
dalam bentuk target pada pengendalian
intern.

Efisens

Indikator Sistem
Pengendalian Intern
Penerimaan Dan
Pemungutan Pgjak
Kendaraan Bermotor

a. Pencapaian output dengan input
(sumberdaya) minimal.

b. Proses pengenddian intern dalam
penerimamaan pajak kenderaan
bermotor.

¢. Penggunaan inovasi teknologi
informasi dalam penerimaan pajak
kenderaan bermotor.

Responsivitas

Daya tanggap aparat terhadap harapan,
aspirasi, keluhan serta tuntutan
masyarakat.

Reliability

K eakuratan waktu dan biaya pelayanan

Tangible

(ketampakan fisik)

a Keengkapan sarana dan
prasarana pelayanan.

b. Sumber daya manusia/petugas
pelayanan yang ada.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan pada kantor SAMSAT Stabat yang beralamat di

Jalan Teuku Umar No. 1 Kwala Bingai Stabat.

2. Waktu Pendlitian

Pendlitian ini di

rencanakan selesai Juni 2021.

laksanakan pada bulan Januari

2021 dan di
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Tabel 3.2 Rencana Penelitian

N Kegiatan Jan Feb Maret April Mei Agust Sep
0. 202 2021 2021 2021 2021 2021 202
1 1
4 |1112|3(4|1|2[3|4(1|2|3{4|1(2|3/4]1|2(3|4| 1
1. | Penggjuan
Judul
2. | Riset Awal
3. | Pembuatan
Proposal
4. | Bimbingan
Proposal
5. | ACC Proposa

6. | Seminar
Proposal

7. | Bimbingan
Skripsi

8. | Sidang Megja

Hijau

3.4 Populasi dan Sampel
1. Populas
Menurut (Sugiyono, 2015) “Populasi adalah wilayah generalisas yang
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelgari dan ditarik kesimpulannya.”
Populas pada penelitian ini adalah penerimaan pajak kenderaan bermotor di

kantor Samsat Stabat.
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2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2015)“sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki pada populasi”. Dalam penelitian ini, pendliti
menggunakan penerimaan pajak kenderaan bermotor di kantor Samsat Stabat
tahun (2016 sampa dengan tahun 2020) sebaga sampel penelitian. Penulis
melakukan penelitian selama 6 bulan di kantor Samsat Stabat.
3.5 Teknik Pengumpulan Data

M etode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian yaitu:

1. Dokumentasi

Metode ini di lakukan dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau
catatan yng berhubungan dengan objek penelitian di tunjukan pada dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan data yang di perlukan, pengumpulan data
dokumentasi mengunakan alat tulis manual maupun elektronik.

2. Wawancara

Metode ini di lakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan
pihak objek penelitian yang berhubungan langsung dengan masalah yang di teliti,
tanya jawab yang di lakukan oleh pegawai.
3.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang di gunakan adalah analisis deskriptif yaitu
metode analisis yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan
data yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang
ada, kemudian menganalisis dan menginterprestasikan data sehingga memberikan
suatu gambaran yang sebenarnya mengenal keadaan perusashaan. Analisis

deskriptif.
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Adapun langkah-langkah dalam menganalisis penelitian ini adalah :

1. Melakukan survey ke instans untuk memperoleh fakta - fakta dan data
yang di perlukan berupa dokumentasi.

2. Mengandlisis sistem pengendalian intern penerimaan Pgjak Kendaraan
Bermotor, dengan melihat unsur - unsur dari sistem pengendalian intern
yaitu :

a. Lingkungan pengendalian
b. Penilaian resiko

c. Aktivitas pengendalian

d. Informas dan Komunikasi
e. Pemantauan

3. Menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan.



BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1Hasi| Pendlitian
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Bersama SAM SAT Kota Stabat

Terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia dilatar belakangi dengan
keluarnya Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yaitu Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI
Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976 Tentang Peningkatan Kerjasama Antara
Pemerintah Daerah Tingkat |, Komando Daerah Kepolisisan dan Aparat
Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada
Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak -
Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada awanya Kantor SAMSAT Stabat terletak di Kota Binjai lalu
dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah tingkat 11
Binjai ke kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Langkat yaitu kota Stabat. Kantor
SAMSAT Stabat berdiri di kota Stabat pada tanggal 2 Agustus 2004. Kantor
SAMSAT Stabat memiliki pelayanan teknis dari 3 (tiga) instansi, yaitu: Dinas
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, POLRI, dan Jasa Raharja, untuk melayani
kepengurusan registrasi kendaraan bermotor, membayar atau melunasi pajak
kendaraan bermotor dan Sumbangan Wagjib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
(SWDKLLJ).

Pelayanan ini secara operasional terkoordinasi dan terintegrasi dari tiga

instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dengan fungsi dan
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kewenangan pada bidang registras dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas
Pendapatan Provinsi pada bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja
(Persero) yang berwenang pada bidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jaan (SWDKLLJ). Kantor SAMSAT dibentuk untuk
memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan
registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ.
Kantor SAMSAT Kota Stabat memiliki visi dan misi sebagai berikut :
Visi
“Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada
masyarakat.”
Misi
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan keamanan atau keselamatan kepada pemilik kendaraan
bermotor.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan negara atau

perbaikan sumber daya manusia aparatur.
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4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat

\ 4

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Kantor Ber sama Samsat K ota Stabat

Adapun fungs jabatan atas struktur organisasi pada kantor bersama
Samsat K ota Stabat adalah sebagai berikut :
1) KepalaUnit Pelaksana Tugas (UPT)

a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar-standar pendapatan
potensi, pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil
pengutipan PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan
Pendapatan lain-lain.

b. Menyelenggarakan optimalisasi potenss pengadministrasian  dan
pengutipan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, PKDA, Pajak
ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan lain - lain sesuai dengan

standar yang ditetapkan.



c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepaa Dinas
dan Wakil Kepala Dinas sekaligus sebagai pengawas internal Samsat
Stabat.

2) KepalaBagian Sub Tata Usaha

a  Menyusun dan menyampaikan rencana kebutuhan Keuangan, Personil
dan Peralatan dan Ketatausahaan, UPT, sesual standar yang ditetapkan.

b. Menyelenggarakan pengolahan Keuangan, Personil, Peralatan, dan
Ketatausahaan, UPT sesuai yang ditetapkan.

c. Menghimpun bahan atau data dari seks lainnya, untuk pembukuan dan
pelaporan hasil pengutipan PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, PBB-KB,
Retribusi dan Pendapatan lain-lain sesuai dengan standar yang
ditetapkan.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

e. Memperjuangkan pelaksanaan tugasnya kepada UPTD sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

3) Kepala Seks (Kasi) Penagihan & Pengelolaan Tunggakan

a. Melaksanakan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima
dan memproses usul/pengajuan keberatan dari wajib pajak dan membuat
daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda PKB dan BBN-KB sesuai

dengan standar yang ditetapkan.
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b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT
sesuai dengan bidang dan tugasnya.

d. Memberikan masukan yang perlu kepada UPT sesuai bidang dan
fungsinya.

4) Kepala Seks (Kas) Kepala Seksi Pendataan dan Penatapan

a. Meakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan
memproses usul keberatan dari wajib pgjak dan membuat daftar jumlah
tagihan, tunggakan, dan denda Retribusi sesuai dengan standar yang
ditetapkan.

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan bidang dan fungsinya.

c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD
sesuai dengan bidang dan fungsinya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan
memproses usul keberatan dari wajib pgjak dan membuat daftar jumlah
tagihan, tunggakan, dan denda Retribus sesuai dengan bidang dan
fungsinya.

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan bidang dan fungsinya.

c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD

sesuai dengan bidang dan fungsinya.
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4.1.3 Deskrips Data

Secara kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pelayanan
pendapatan daerah berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. UPTD
pelayanan pendapatan daerah mempunyal tugas pokok melaksanakan pemungutan
pendapatan daerah sesua dengan bidang teknisnya, dalam pelaksanaan
operasional mempunyai fungsi :

a melakukan pendaftaran dan penetapan penagihan dan pelaporan
pendapatan daerah;

b. melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah; dan

c. memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur dalam
pasal 3 sampal dengan pasal 8 yang menjelaskan tentang objek pgak kendaraan
bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan besaran tarif
pajak kendaraan bermotor serta tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor.
Selanjutnya pasal 9 sampai dengan pasal 15 yang mengatur pajak bea balik nama
kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi 2 (dua) pelayanan
yaitu pelayanan atas pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan pelayanan pagak
atas bea balik nama kendaraan bermotor. Pelayanan pagjak kendaraan bermotor di
SAMSAT Kota Stabat meliputi pelayanan pengesahan ulang STNK tahunan,
pelayanan pengesahan ulang STNK lima tahunan, pelayanan/pengurusan pajak
untuk penggantian STNK hilang yang habis masa berlakunya, pelayanan pajak

atas balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota yang meliputi
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pendaftaran kendaraan bermotor baru serta pelayanan mutasi dari luar dan masuk
provinsi.
a. Mekanisme Pelayanan Pajak Kendaraan Ber motor (PKB)

Pgak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sektor yang sangat
potensial untuk mendukung penerimaan asli daerah pada setiap daerah, yang
mana pemungutan dari sektor Pgjak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan satu
kali dalam satu tahun, sedangkan pergantian plat kendaraan bermotor tersebut
dilakukan dilakukan satu kali dalam limatahun.

Daam Pasal 179 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 disebutkan
bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku selama 5 (lima) tahun,
dimana setiap tahun akan diadakan pengesahan kembali akan tetapi tidak diganti.
Pengesahan dilakukan oleh POLRI jika wajib pajak telah membayar PKB dan
SWDKLLJ yang dilaksanakan secara komputerisass administrasi kendaraan
bermotor pada setiap SAMSAT.

Pelayanan yang dibuka oleh SAMSAT Kota Stabat terbagi dalam 3 (tiga)
loket pelayanan, yaitu loket A, loket B dan loket untuk mutasi. Masing-masing
loket digunakan dengan ketentuan-ketentuan tersendiri. Loket A digunakan untuk
pelayanan pengesahan ulang, loket B digunakan untuk pelayanan balik nama
kendaraan bermotor termasuk juga pelayanan terhadap kendaraan yang
mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti mesin.
Sedangkan loket mutasi digunakan khusus untuk pelayanan mutasi kendaraan
bermotor.

Sesuai dengan fungsi loket pelayanan tersebut, berikut adalah mekanisme/

alur pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Stabat:
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a) Mekanisme Pengurusan Pgjak Pengesahan Ulang Tahunan
Persyaratan dalam pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan adal ah:
1) STNK adli dan fotokopi rangkap 2
2) BPKB adli dan fotokopi rangkap 2
3) KTPkartu identitas asli yang masih berlaku dan fotokopi.

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk STNK

dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Langkah pertama, pemohon (wajib pajak) dengan berkas persyaratan
lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk mendaftar
pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan memasukkan berkas,
petugaspel ayanan akan mengembalikan satu fotokopi STNK dan Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta diberi blangko untuk
pendataanfasilitas short message service (SMS) jatuh tempo kendaraan
bermotor. Blangko tidak wajib diis karena banyak masyarakat yang
enggan untuk memberikan nomor teleponnya.

b. Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon menunggu panggilan
dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan fotokopi STNK dan
blangko pendataan. Setelah fotokopi STNK diserahkan, pemohon
masih harus menunggu di loket 3A untuk menerima lembar penetapan
pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib
Jasa Raharja.

c. Langkah ketiga adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan
wajib Jasa Raharja diloket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa

manunggu panggilan.
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d. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang telah disahkan
dengan adanya bukti cap padalembar STNK di loket pengambilan 5A.
b) Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Lima Tahunan
Persyaratan dalam pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan adalah
(1) STNK asli dan fotokopi rangkap 2
(2) BPKB adli dan fotokopi rangkap 2
(3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotokopi
(4) Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur dalam pengurusan paak untuk pengesahan ulang lima
tahunantidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan.
Perbedaannya adanya cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukanuntuk
mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor. Setelah cek fisik
selesal, maka langkah selanjutnya pemohonmembeli formulir di loket formulir
seharga Rp 80.000,- untuk kendaraan roda 2 dan Rp 125.000,- untuk kendaraan
roda 4.

Langkah selanjutnya, pemohon menuju loket pendaftaran dan
menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2A. Selanjutnya pemohon menunggu
panggilan dari loket penetapan 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang
berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Berikutnya
setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran
paak dan sumbangan wajib Jasa Raharja diloket kasir 4A1 atau loket 4A2
langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK

dan plat nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) di loket pengambilan 5B.
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c) Mekanisme Pengurusan Pgak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam
Kabupaten/K ota
Persyaratan Pengurusan Pagak Baik Nama Kendaraan Bermotor dalam
Kabupaten/K ota adalah
1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan foto kopi rangkap 2
3) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adli dan fotokopi
rangkap 2
4) STNK adli dan fotokopi rangkap 2
5) Kuitansi pembelian adli
6) Surat ketetapan pagjak daerah (SKPD) tahun terakhir
7) Cek fisik kendaraan bermotor.

Langkah pertama pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor untuk
mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan
cek fisik. Setelah cek fisik selesal dilakukan, maka selanjutnya pemohon membeli
formulir di loket formulir dan menyerahkan berkas tersebut ke loket pendaftaran
2B2. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima
lembar penetapan.

Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon
membayar pajak atas balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa
Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK yang sudah
dicetak dan disahkan di loket pengambilan STNK 5B.

d) Mekanisme Pengurusan Penggantian STNK Hilang/Rusak

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak adalah:



51

(1) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir
(2)Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak dan
elektronik dan fotokopi rangkap 2

(3) BPKB adli dan fotokopi rangkap 2

(4) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotokopi rangkap 2
(5) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor

(6) Surat pernyataan dan fotokopi rangkap 2.

Prosedur ini diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan
bermotor untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di
loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai, maka selanjutnya pemohon
membeli formulir dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya
pemohon menunggu pangilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan.
Selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan jasa raharja
diloket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi
diloket pengambilan 5B.
€) Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru

Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adal ah:

(1) Mengis Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)

(2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotokopi rangkap 2
(perorangan)

(3) Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan hukum
(badan hukum/instansi)

(4) Faktur lengkap

(5) Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe
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(6) Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan dari perusahaan
karoseri yang mendapat ijin
(7) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor.

Prosedur pendaftaran kendaraan bermotor baru diawali dengan pemohon
melakukan cek fisk kendaraan bermotor dengan mengecek nomor rangka dan
nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik
selesal dilakukan, langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket
formulir tanda nomor kendaraan bermotor. Selanjutnya pemohon menyerahkan
berkas ke loket pendaftaran 2B dan menunggu pangilan dari loket 3B untuk
menerima lembar penetapan. Setelah menerima lembar penetapan maka
selanjutnya pemohon membayar pagjak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib
Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang
udah jadi di loket pengambilan 5B.

f) Mutas Kendaraan Keluar Kabupaten Langkat
Persyaratan mutasi kendaraan keluar Kabupaten Langkat adal ah:
1) Mengis formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor

(SKKPD)

2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotokopi rangkap 2

3) BPKB asli dan fotokopi rangkap 2

4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi rangkap 2
(5) Kuitansi pembelian adli

(6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir

(7) Cek fisik kendaraan bermotor,

(8) Fiskal antar daerah.
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Prosedur pengurusan mutasi kendaraan bermotor keluar daerah provins
diawali dengan pemohon melakukan cek fislk kendaraan bermotor dengan
mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan
cek fislk dan selanjutnya pemohon mendaftar BPKB diloket mutasi. Pemohon
akan menerima lembar penetapan paak satu bulan (bila sudah hampir jatuh
tempo) dan penetapan sumbangan wajib Jasa Raharja serta pajak fiskal.
Selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wgjib
Jasa Raharja diloket kasir 4B. Langkah terakhir pemohon kembali ke loket mutasi
mengambil buku BPKB.

g) Mutas Kendaraan dari Luar Kabupaten Langkat
Persyaratan mutasi kendaraan bermotor dari luar Kabupaten Langkat adalah:
(DMengis formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor
(SKKPD)
(2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotokopi rangkap 2
(3) BPKB adli dan fotokopi rangkap 2
(4) STNK asli dan fotokopi rangkap 2
(5) Kuitansi pembelian adli
(6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
(7) Cek fisik kendaraan bermotor
(8) Fiskal antar daerah.

Prosedur untuk mengurus mutasi kendaraan bermotor dari luar provins
atau mutasi kendaraan bermotor masuk provins diawali dengan pemohon
melakukan cek fisik kendaraan bermotor dengan mengecek nomor rangka dan

nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Selanjutnya



pemohon membeli formulir di loket formulir dan menyerahkan berkas ke loket
pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk
menerima lembar penetapan pajak fiskal dan sumbangan wajib Jasa Raharja dan
membayar pgak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket
kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket
pengambilan 5B.
b. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAM SAT Stabat

Kinerja penerimaan pgjak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan
penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama masa pemungutan dari
wajib pgak. Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan
bermotor adalah sebagal berikut:

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
x 100%

Efektifitas =
fektif Target Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 4.1
Realisas dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Ber motor
Pada Kantor Samsat Stabat

TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
2016 27.410.671.610 31.920.175.707 116,45%
2017 27.110.626.610 29.327.003.444 108,17%
2018 27.983.607.728 43.112.288.130 154,06%
2019 43.560.530.017 44.367.906.670 101,34%
2020 45.779.012.155 36.412.526.836 79,54%

Sumber data: Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah Stabat

Berdasarkan dari hasil perhitungan data diatas realisas atas penerimaan
pgak kendaraan bermotor tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 mengalami
peningkatan penerimaan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan per UPT

SAMSAT, dimanarealisas penerimaan di tahun 2016 Pgjak Kendaraan Bermotor
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sebesar 116,45% dikategorikan sangat efekif, di tahun 2017 mengalami penurunan
menjadi 108,17% dikategorikan sangat efekif, di tahun 2018 dan tahun 2019
Pgak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan menjadi 154,06% dan
101,34% dikategorikan sangat efektif dan pada tahun 2020 tingkat efektivitas
penerimaan Pgjak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan yang signifikan
menjadi 79,54% dikategorikan kurang efektif.

Penurunan penerimaan Pgjak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat
Stabat yang signifikan terjadi dikarenakan beberapa faktor salah satunya pada
tahun 2020 mengalami Pandemi yang disebabkan oleh Virus Covid-19 yang
melanda seluruh Dunia. Mengakibatkan turunnya juga perekonomian di Indonesia
yang berimbas kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Kategori kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan perhitungan diatas, angka efektivitas
menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas
pemungutan dapat dicapai. Pengukuran kriteria efektivitas penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor menurut Kepmendagri No. 690.900.327 adalah sebagai

berikut.
Tabel 4.2
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivias Penerimaan Pajak Kendaraan Ber motor
PERSENTASE KRITERIA
Diatas 100% Sangat Efektif
90 — 100% Efektif
80— 90% Cukup Efektif
60 — 80% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006
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Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisas
penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang seharusnya dicapai
pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pgak kendaraan
bermotor dimaksudkan agar mendorong kinerja SAMSAT Stabat yang cukup
tinggi.

Menurut (Mardiasmo, 2013), efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil
program dengan target yang ditetapkan. Dengan tingginya rasio efektivitas pajak
kendaraan bermotor menjadi gambaran kemampuan pemerintah daerah yang
semakin efektif. Tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang
ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih
jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan ha ini disebabkan karena
kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang
dibebankan.

c. Faktor Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor di SAMSAT Kota Stabat
Berdasarkan hasil wawancara secara garis besar adapun faktor pendukung
penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor secara internal di
lingkungan kantor bersama SAMSAT Kota Stabat adalah sebagai berikut :
1) Adanya peran pimpinan dalam memotivas pegawai untuk bekerja
dengan maksimal dalam melayani masyarakat.
2) Loyalitas dan kesadaran pegawai yang tinggi sebagai tanggungjawab
hukum dan moril dalam melaksanakan tugas.
3) Adanya kerjasama antar pegawa yang balk dalam melaksanakan

pelayanan publik.
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Selanjutnya beberapa faktor pendukung lainnya terhadap penyelenggaraan

pelayanan pagak kendaraan bermotor yaitu antara lain pelatihan atau bimbingan

teknis, anggaran, komunikasi, sikap aparat, dan struktur birokrasi.

1)

2)

Pelatihan/ Bimbingan Teknis

Peningkatan kemampuan pegawai SAMSAT Stabat dapat dilakukan
dengan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan
kepada para pegawai. Pelatihan atau bimbingan teknis tersebut
dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan petugas sesual
bidang pekerjaan masing - masing, misanya bidang registrasi dan
identifikas kendaraan bermotor menjadi lebih cekatan dalam
memberikan pelayanan baik cek fisik maupun pelayanan administratif
kepada wajib pgjak. Selanjutnya pada setiap petugas dilakukan evaluas
yang diadakan secara berkala yaitu setigp satu tahun sekali. Evaluasi
dilakukan untuk memantau apakah kualifikasi pegawai memadai atau
perlu diberi pelatihan tambahan berupa bimbingan teknis (bimtek).
Anggaran

Samsat Stabat memiliki alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan
pelayanan pajak kendaraan bermotor, agar tercapai tujuan dan sasaran
kerja yang lebih baik lagi. Adapun alokasi anggaran tersebut berasal
dari APBD dan digunakan untuk pemenuhan fasilitas baik sarana dan
prasarana, sosialisasi kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan
kemampuan petugas pelayanan di Samsat Stabat. Hal tersebut
dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

khususnya kepada wajib pajak agar mendapatkan pelayanan optimal.
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Komunikas Antar Instansi

Komunikasi menjadi faktor penting bagi penyelenggaraan pelayanan
paak kendaraan bermotor di SAMSAT Stabat. Pelayanan kendaraan
bermotor di SAMSAT Stabat merupakan suatu sistem kerja sama tiga
instans yaitu DITLANTAS POLRES STABAT, KPPD, BANK
SUMUT dan PT. Jasa Raharja. Jikatidak terjalin komunikasi yang baik,
maka dapat dipastikan pelayanan kepada wajib paak tidak dapat
berjalan dengan optimal. Sehingga dalam pelaksanaannya kepada
masyarakat, instans terkait dalam Samsat Stabat tersebut harus
membangun komunikasi yang baik sehingga tercipta pelayanan
terintegrasi yang optimal. Komunikas yang sering dilakukan adalah
berupa briefing setiap harinya sebelum membuka pelayanan.

Sikap Petugas Pelayanan

Petugas pelayanan pada Samsat Stabat menjadi ujung tombak dalam
memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga akan sangat
berpengaruh kepada pandangan wajib pajak terhadap pelayanan yang
diberikan oleh Samsat Stabat. Petugas pada Samsat Stabat dapat
dikatakan baik, namun kurang optimal di mana petugas bersikap tidak
acuh atau tidak disertai dengan senyuman dalam pelayanannya akibat
tugas pekerjaan yang tinggi. Dengan sikap tersebut tentunya
menimbulkan persepsi yang kurang baik dari wajib paak, sesual
dengan beberapa informan penelitian yang menyatakan hal tersebut

adalah wajar.
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d. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan

Bermotor di SAMSAT Stabat

Terdapat faktor - faktor yang menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak

kendaraan bermotor. Faktor - faktor yang menjadi penghambat pelayanan

pajak kendaraan bermotor antaralain:

1)

2)

Sarana dan Prasarana

Pada kantor SAMSAT Stabat tersedia fasilitas komputer khusus pengguna
layanan yang berguna sebagal akses informasi. Fasilitas komputer yang
hanya diperuntukkan bagi petugas. Sehingga bila ada wajib pajak yang
ingin mengetahui jumlah pagjak kendaraan bermotor yang harus dibayar
maka mereka harus datang ke loket kasir penetapan dan pendaftaran. Pada
kantor Samsat ini juga belum tersedia loket khusus bagi wajib pgak
dengan disabilitas dan manula.

Fasilitas parkir yang tersedia untuk pengguna juga terbatas, di mana parkir
kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Selain itu juga harus
dibagi - bagi dengan parkir khusus pegawa dan parkir kendaraan untuk
kendaraan bermotor yang akan melakukan cek fisik. Pada lahan parkir
juga terdapat tukang parkir, namun tidak mengatur letak kendaraan
bermotor.

Koordinas Rutin

Koordinas tetap dilakukan setiap hari antar instansi seperti misalnya
briefing, namun untuk rapat koordinasi antar instans masih jarang
dilakukan oleh ketiga instansi di Samsat Stabat. Dengan adanya rapat

koordinas diharapkan terbentuk kerjasama yang baik antar instansi terkait.
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Selain itu, tentukan akan diketahui hal - hal berkembang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan kepada wajib pgak sehingga didapat solusi
atau jalan keluar dari permasalahan yang muncul.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat pada umumnya tidak memiliki banyak waktu untuk mengikuti
seluruh rangkaian pengurusan pajak kendaraan bermotornya sehingga
untuk menghemat waktu masih banyak masyarakat menggunakan jasa
calo yang terbilang cukup banyak di lingkungan SAMSAT Kota Stabat.
SAMSAT tidak dapat bertindak tegas atas pergerakan calo ini dan
mengharapkan masyarakatlah yang sadar akan kewgjibannya sendiri untuk
pengurusan pembayaran pgak kendaraan bermotornya  untuk
meminimalisir kegiatan calo di lingkungan SAMSAT Kota Stabat.
Sosidlias telah dilakukan oleh SAMSAT kota Stabat kepada masyarakat
agar dapat bertindak sendiri karena pengurusan pajak ini tidak serepot dan
tidak memakan banyak waktu meraka namun hal ini tidak banyak
membantu karena masih banyaknya jasa calo yang mereka gunakan.

Calo/ oknum / perantara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran calo/oknum/ perantara di
lingkungan SAMSAT Kota Stabat dirasa mampu menyelesaikan urusan
pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib paak/masyarakat yang
merasa tidak memiliki cukup waktu dan ingin mendapatkan pelayanan
cepat. Makatidak heran jumlah calo ini kian meningkat karena kurangnya

kesadaran masyarakat akan kewajibannya mengurus sendiri walaupun saat
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ini pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak serepot yang mereka
bayangkan.
4.2 Analisis Data

1. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
SAMSAT Kota Stabat

Komponen Pengendalian Intern penerimaan pajak kendaraan bermotor

yang disempurnakan oleh SPIP ( Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ) dapat

dilihat dari bagan berikut :

l l
|t |
==

Gambar 4.2
Komponen Sistem Pengendalian Intern Penerimaan PKB

Komponen sistem pengendalian intern harus dapat berfungsi sebagai
pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan
sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu
mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran

efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi.
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a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah seluruh aspek yang membentuk perilaku,
struktur, standar, dan pedoman yang menjalankan operasional perusahaan.
lingkungan pengendalian sebagai pondasi untuk membentuk unsur - unsur
pengendalian internal lain. Tanpa adanya kebijakan yang baik, bisa jadi
perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki mutu yang baik
dan sesua dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Penergpan SPIP (Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah) dalam lingkungan kerjanya melalui delapan sub
unsur lingkungan pengendalian sebagai berikut:

1. Penegakan integritas dan nilai Etika

Integritas yang diterapkan pada Kantor Samsat Stabat sebenarnya sudah
cukup baik. Adanya visi, misi, dan tujuan Kantor Samsat Stabat tersebut sehingga
Kepala Kantor Samsat Stabat, kepala bidang serta pegawal berusaha menciptakan
lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapa tujuan
organisasi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penerapan nilai etika
pegawai seperti kurang disiplin yakni terdapat pegawai yang datang tidak tepat
waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini dapat mengakibatkan
terhambatnya pelayanan terhadap wajib pajak yang ingin melakukan pengurusan
berkas. Ini disebabkan kurangnya sistem yang mengatur tentang kedisiplinan
pegawai.

2. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Kantor Samsat

Stabat sudah cukup baik. Samsat Stabat mengerahkan para pegawainya untuk

dapat bekerja secara professional dengan cara mengikuti bimbingan dan pelatihan
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terhadap para pegawainya yang diadakan oleh BKD. Tetapi dalam pengangkatan
tigp pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak Samsat Stabat
memilih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya
untuk melihat kemampuan pegawai pada posisi yang baru.

3. Kepemimpinan Yang Kondusif

Pimpinan memberikan intruksi mengenal pelaksanaan pekerjaan, selain itu
pimpinan melakukan interaksi secara intensif terhadap bawahan nya agar setiap
arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan dilaksanakan. Kemudian
pimpinan selalu merespon dengan cepat tanggap atas laporan yang diterimanya.
Kepemimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan
misi Kantor Samsat Stabat.

4. Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Daam menjalankan fungsinya tersebut Kantor SAMSAT Stabat
menyusun pendel egasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam
struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisass SAMSAT
Stabat berpedoman pada Peraturan Daerah Provins Sumatera Utara. SAMSAT
Stabat mempunyal struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas
berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing - masing bagian.

Kantor SAMSAT Stabat masih terdapat beberapa kelemahan yang belum
menunjukkan lingkungan pengendalian yang memadai yaitu tidak adanya
pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan
Penerimaan Pgjak Kendaraan Bermotor, sehingga menyebabkan terhambatnya

kinerja SAMSAT Stabat dalam melakukan penerimaan pajak kendaraan bermotor.



5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Daam menjalankan fungsinya tersebut Kantor Samsat Stabat menyusun
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur
organisas yang berdasarkan pada fungsi. Kantor Samsat Stabat mempunyal
struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan
dan dibantu oleh masing - masing bagian.

6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan
Sumber Daya Manusia

Belum adanya pemberian pelatihan khusus bagi pengawai yang diadakan
oleh SAMSAT hanya saja mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BKD seperti
Diklat sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan
Kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari
masing - masing pegawa untuk meningkatkan kinerja. Namun belum
diberlakukan penghargaan terhadap pegawa yang kinerjanya dinilai baik.
Lingkungan pengendalian yang diterapkan oleh pegawai, selain itu juga masih
terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM).

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa
pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisass melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang -

undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
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7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Pihak Samsat Stabat dalam hal pencapaian tujuannya dan penataan
keuangannya dinilai sudah baik dilakukan, dengan adanya audit eksternal yaitu
BANGDAL, BPPRDSU, dan BPK selaku pihak yang berkewagjiban melakukan
pengawasan dan memeriksa untuk memantau perkembangan serta sistem yang
dijalankan oleh Samsat Stabat terutama dalam penerimaan paak kendaraan
bermotor sudah sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku.

8. Hubungan kerja yang baik dengan Instans Pemerintah terkait

Daam hal ini pihak Samsat Stabat melakukan hubungan kerja dengan Jasa
Raharja, POLRES Stabat, dan PT. Bank SUMUT, terkait dengan pengelolaan
pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Langkat.

b. Penilaian Risko

Setigp aktivitas memiliki risiko termasuk aktivitas operasional maupun
produksi perusahaan. ldentifikas dan analisa atas resiko yang relevan terhadap
pencapaian tujuan yaitu bagaimana resiko dinila untuk kemudian dikelola
Komponen ini mengidentifikasi resiko internal dan eksternal. Untuk melakukan
penilaian resiko, tujuan atau target harus ditentukan dan dikaitkan sesuai dengan
tingkatannya.

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian resiko pada Kantor Samsat Stabat
dimulai pada penetapan tujuan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah
ditetapkan sangat efektif pada 4 tahun berturut yaitu 2016 — 2019 yang sudah
berkontibusi besar untuk pendapatan retribusi daerah per UPT Samsat kecuali
pada tahun 2020 dinyatakan kurang efektif. Kemudian melakukan identifikasi

resiko untuk mengenali dari faktor internal dan eksternal, hal ini Kantor Samsat
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Stabat mengenali resiko dari faktor internal yaitu ditemukannya kendala pada
koneks untuk menghubungkan jalannya aplikasi I-SAMSAT pada sistem online,
sedangkan faktor eksternal yang ditemukan yaitu wajib paak yang tidak
melaksanakan kewagjiban membayar pajak, faktor perekonomian, dan masih
adanya oknum seperti calo.

Terakhir melakukan analisis resiko untuk menentukan dampak dari resiko
yang telah diidentifikasi, dalam hal ini Kantor Samsat Stabat melakukannya
dengan mengikuti kebijakan pemutihan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk
meringankan wajib pgjak yang terlambat membayar pagjak dengan tidak membayar
denda PKB sebagaimana mestinya pada tahun 2020, mengikuti pelatihan kepada
pegawa guna untuk meningkatkan kinerja yang diselenggarakan oleh instans

BKD, serta adanyafasilitas Samsat Keliling untuk memudahkan wajib pajak.

c. Kegiatan Pengendalian

Dalam melakukan pengendalian, terdapat prosedur atau pedoman yang
harus dijalankan. Di lingkungan perusahaan khususnya kantor bersama SAMSAT
Kota Stabat hal ini dikenal dengan Standart Operation System (SOP). Hal ini agar
segala upaya pengendalian benar - benar berada di jalurnya dalam mencapal
tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Kegiatan pengendalian ini diadakan dengan
maksud mengawasi dan memberikan kepastian setigp tindakan yang akan
dilakukan dalam penerimaan PKB.

Pada Kantor Samsat Stabat kegiatan pengendaliannya dilakukan dalam
bentuk pembinaan SDM dengan pelatihan kepada pegawai dalam sistem otorisasi

instans yang sesuai dengan SOP yang berlaku tetapi Kantor Samsat Stabat tidak
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mengadakan pelatihan itu sendiri melainkan mengikuti pelatihan yang diadakan
oleh instans terkait yaitu BKD. Untuk sistem pencatatan, dokumen, adanya
pemisahan fungs tugas dan tanggung jawab, dan prosedur pemungutan dalam
penerimaan PKB sudah baik. Kemudian adanya ulasan kinerja yang dilakukan
oleh Kepala UPT Samsat Stabat sebagal pengawas intern terhadap pegawai.

d. Informas dan Komunikas

Komponen informasi dan komunikas juga tidak kalah pentingnya dengan
elemen - elemen lain. Tanpa adanya informasi, segala proses pengendalian mulai
dari pembentukan kebijakan, analisis risiko, hingga pengawasan mustahil bisa
dilakukan. Informas dan komunikas juga digunakan untuk menilai kejadian atau
kondiss yang mampu berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan juga
pelaporan eksternal.

SAMSAT Kota Stabat dalam melaksanakan penyaluran informasi dan
komunikas ini dilakukan secara terkomputersasi. Untuk mencapai kemudahan
dan penghematan waktu penyampaian. Hal ini dapat dilihat dari sistem yang
diterapkan oleh SAMSAT Kota Stabat yang lazim digunakan oleh kantor
SAMSAT lainnya yakni dengan menggunakan [-SAMSAT. I-SAMSAT ini
merupakan aplikasi software khusus yang dapat membantu proses kinerja
pembayaran paak kendaraan bermotor seperti pelayanan registras dan
identifikasi kendaraan bermotor yang sudah hilang/jual, pemblokiran STNK yang
kendaraannya hilang/jual, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan bea
balik nama kendaraan bermotor.

Dengan menggunakan sistem ini SAMSAT mendapatkan informasi wajib

pajak yang sudah maupun yang belum melunasi pajak terutangnya. Melalui sistem



68

ini SAMSAT akan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan
rangkaian penerimaan PKB. Dalam hal ini SAMSAT Stabat telah menerapkan
sistem informasi dan komunikasi yang sudah baik dan terstruktur. Tetapi kendala
yang sering dihadapi para pegawai adalah aplikasi [-SAMSAT ini menggunakan
jaringan LAN (Local Area Network) yang hanya mencakup area kecil luas
wilayah koneks terbatas sehingga sering terjadi jaringan lelet yang membuat
aplikasi offline ketika pada siang hari.
e. Pemantauan

Komponen selanjutnya adalah pemantauan. Fungsi pemantauan dalam
pengendalian internal adalah memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian
berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur. Selain itu dengan adanya
pengawasan, mangemen SAMSAT Kota Stabat bisa mengidentifikasi langkah -
langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan. Pemantauan dapat dilakukan
dengan dua hal. Pertama penilaian khusus atau audit internal maupun keuangan.
Kedua dengan mengidentifikasi adanya sinyal peringatan yang berhubungan
dengan perilaku karyawan dan juga sistem akuntansi.

Pemantauan intern di SAMSAT Kota Stabat dilaksanakan oleh petugas
pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan
bidang pendapatan daerah, tugas tersebut ditanggung jawabi oleh kepala UPT
Samsat Stabat dalam bentuk melakukan pegawasan dimana pegawal dipantau
dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan
bermotor, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga

pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak SAMSAT
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Kota Stabat agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam

penerimaan Pgjak Kendaraan Bermotor.

Adapun audit eksternal Kantor Samsat Stabat yaitu BANGDAL, BPPRDSU,
dan BPK selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan memeriksa
untuk memantau perkembangan serta sitem yang dijalankan oleh Samsat Stabat
terutama dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan
prosedur dan sistem yang berlaku.

2. Upaya - upaya yang dilakukan SAMSAT Kota Stabat dalam
Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Ber motor

Daam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat wajib

pagak dan juga guna peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor,

Samsat Kota Stabat juga melakukan upaya - upaya berdasarkan

garis kebijakan dinas seperti yang disebutkan sebagal berikut :

1) Memberikan keringanan berupa pemutihan kepada wajib pajak/masyarakat
yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan
menghapuskan denda pada tahun 2020.

2) Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada UPTD / Samsat
Kota Stabat.

3) Meningkatkan dan mengembangkan upaya — upaya pola kerjasama dan
koordinas dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah
Kota Stabat dan Bank Sumut.

4) Meningkatkan sosialisasi Peraturan — peraturan Daerah dan kebijakan
berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran

serta masyarakat, Dinas Instans terkait.
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5) Melakukan pemantauan dan evaluas secara terus menerus terhadap
pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna meminimalisir terjadinya
kesalahan dan penyimpangan.

6) Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas
operasiona di UPTD/Samsat K ota Stabat.

7) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfatkan
kemajuan teknologi yang ada.

Upaya - upaya dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) SAMSAT
kota  Stabat  sepatutnya  dilakukan  karena  hal ini berkaitan
dengan sangat besarnya potensi penerimaan Pgjak Kendaraan Bermotor (PKB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam meningkatkan
penerimaan Pendapatan Adli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara khususnya
Kabupaten Langkat.

K edepannya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini dialokasikan untuk
pengembangan wilayah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki
peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, maka
kebijakan pajak umumnya secara makro dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah dan pertumbuhan penerimaan paak daerah serta bermanfaat
bagi masyarakat. Dengan demikian bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor
telah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

a. Sebagai aat untuk mengalokasikan sumber - sumber dana yang ada di

kelompok atau institusi tertentu guna mendukung program pemerintah.
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b. Mendorong pertumbuhan ekonomi, artinya kebijakan di desain khusus
agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sesuai dengan

sasaran pemerintah daerah.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan khususnya di lingkungan Kantor

SAMSAT Kota Stabat, Kabupaten Langkat, atas rumusan masalah yang diangkat

adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor
SAMSAT Kota Stabat sudah efektif dan efisien pada tahun 2016 — 2019
kecuali pada tahun 2020 penerimaan PKB dinyatakan kurang efektif
dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020
menyebabkan merosotnya perekonomian berdampak pada turunnya
pendapatan masyarakat karena banyaknya lapangan usaha yang mengalami
kerugian, pemecatan karyawan. Kemudian kurangnya kesadaran dan
pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) walaupun pemerintah kabupaten Langkat telah memberikan
keringanan berupa pemutihan bagi wajib pajak yang menunggak dengan
menghapuskan denda, namun demikian upaya tersebut belum memberikan
kesadaran sepenuhnya bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan
bermotor yang menjadi kewajibannya sebagal warga negara yang taat.

2. Penergpan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pagjak kendaraan
bermotor di  kantor SAMSAT Kota Stabat sudah efektif kecuali unsur
lingkungan pengendalian yaitu dalam penegakan integritas dan nilai etika

seperti kurangnya kedisiplinan pegawai, lau pada unsur Kegiatan

72
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Pengendalian Kantor Samsat Stabat belum ada mengadakan pelatihan untuk
pegawainya itu sendiri melainkan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh
instans terkait yaitu BKD, kemudian dilihat dari pencapaian target ditahun
2020 yang menurun signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikaitkan
dengan unsur kegiatan pengendalian yang ada juga masih belum maksimal
yaitu terbatasnya SDM yang bekerja di lingkungan SAMSAT kota Stabat,
disebabkan ada beberapa oknum yang tidak menjalankan standar pekerjaan
belum sesua yang telah diberikan untuk melayani masyarakat dalam
penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan unsur informasi dan komunikas
terdapat hambatan koneks jaringan pada siang hari yang membuat aplikas
tidak dapat berjalan dengan baik.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampailkan atas penelitian yang
dilakukan di kantor SAMSAT Kota Stabat adalah sebagai berikut :

1. Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat dapat memaksimalkan sumber daya
manusia dengan mengadakan diklat / pelatihan atau sgenisnya untuk
memberikan sosialisasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada pegawai di
instansinya agar dapat ikut berperan dalam memberikan wawasan dan
pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya menaati peraturan
khususnya kewgjiban membayar pajak.

2. Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat dirasa perlu meningkatkan sosialisas
dengan berbagai media sampai ke daerah - daerah terpencil untuk
membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya

membayar pajak.
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3. Perlunya peran pimpinan dalam melakukan pengawasan melekat dalam
lingkup Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat, dan sosiadlisasi kepada
masyarakat melalui selebaran dan media massa atau media online tentang

prosedur pembayaraan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Adriani. (2013). Teori Perpajakan. Salemba Empat.

Agoes, S. (2013). Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. Akuntan
Publik , Buku 1, Edis 5. Salemba Empat.

Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik,Problematika Penerimaan
Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah). Salemba Empat.

Hutagaol, J. (2015). Perpajakan : Isu isu Kontemporer. Grahallmu.

Karina, N., & Budiarso, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak
Provinsi, Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Gorontalo.
Jurnal EMBAZ2, 4(1), 715-722.

Mardiasmo. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Andi.

Mulyadi. (2012). Sstem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba
Empat.

Pratiwi, 1., & lrawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan
Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pgjak Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus Wagjib Pgjak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat
Cimareme). Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar,
10(1), 1069-1081.

Romney, M. B., Steinbart, P. J. (2014). Sstem Informasi Akuntansi: Accounting
Information Systems (Edis 13). Prentice Hall.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2013). IImu Makroekonomi. Media
Global.

Sawarjuwono. (2015). Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran
Wajib Pgjak Terhadap Pentingnya Membayar Pagjak, Rekayasa Akuntansi,
dan Kepatuhan Wajib Pagjak. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(2), 119-130.

Smeets, M. J. H. (2014). De Economische betekenis belastingen (terjemahan).
Erlangga

Soemitro, Rachmat. (2012). Perpajakan,Edisi Revisi Ravika. Ravika Aditama.
Soemitro, Rochmat. (2011). Asas dan Dasar Perpajakan |. Eresco.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D. Alfabeta.



Suherman, A. (2011). Andlisis Pengaruh Kompetensi Account Representative dan
Independensi  Account Representative serta Penerapan Benchmarking
Laporan Keuangan Wgjib Pgak Terhadap Penerimaan Pgak Kanwil DJP
Sumut I. Jurnal Resipotory USU, 1(1), 1-12.

Waluyo. (2015). Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Salemba Empat.

Wardani, D. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib
Pgak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wagjib Pgak
Kendaraan Bermotor. Akuntansi Dewantara, 1(2), 106-116.

Undang - undang No0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang -

undang No0.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah, Undang
— undang No0.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah
bersumber dari pendapatan Adli Daerah dan penerimaan berupa dana
perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PP No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern
pemerintah,undang - undang No. 16 Tahun 2009

Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI
Nomor: KEP1693/MK/1V/12/1976 Tentang Peningkatan Kerjasama Antara
Pemerintah Daerah Tingkat |, Komando Daerah Kepolisisan dan Aparat
Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada
Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenal
Pajak - Pajak Kendaraan Bermotor.

UU No.25 tahun 2009 pelayanan pubik

Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Pajak

UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Kendaraan Bermotor dalam
Pasal 1 angka 13 UU Pgjak Daerah dan Retribusi Daera

Pasal 3 ayat (3) UU PDRD

Pasal 179 ayat 2 Undang - Undang Nomor 14 tahun 1992

Kepmendagri No. 690.900.327 tentang . Pengukuran kriteria efektivitas
penerimaan Pgjak Kendaraan Bermotor



LAMPIRAN



Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada

Kantor Samsat Stabat

TAHUN TARGET REALISAS CAPAIAN
(%)
2016 27.410.671.610 31.920.175.707 116,45%
2017 27.110.626.610 29.327.003.444 108,17%
2018 27.983.607.728 43.112.288.130 154,06%
2019 43.560.530.017 44.367.906.670 101,34%
2020 45.779.012.155 36.412.526.836 79,54%

PEMERINTAI PROVINS] SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAN
UPTD STABAT
Jalan Teubu Umar Mo | Sighat Telp, (061 ) $912827, 5952572
LANGRAT (Z0814)
—_—

oL S o

JUMLAI DATA KENDARAAN BERMOT

JunALAK DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 = 40.095 UNIT
JUMLAH DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN JIIIE) = 46.217 UNIT
JUMILAH DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 = SLT30UNIT
JUBALAH DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017 = 56,425 UNIT <
JUMLAH DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018 =GEETOUNIT -

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 S/RSERTEmasaonte=—v 47.186 UNIT  —

-

JUMEPAN DATA KENDARAAN BERMOTOR

JURLAH DATA TUNGGAKAN KEENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017 =9.142 UNIT
JUMLAH DATA TUNGGAKAN EENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012 = 8.280 UNIT
JUMLAH DATA TUNGGAKAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN SE8=SE2T 2019 = S-RES00T

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAN MELAKUKAN PEMBAVARAN PRI

T

JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKLUIKAN PEMBAYARAN FXB TAHUN 2014 = 40.0%5 UNIT
JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN FXB TAHUN 2015 = 46.217 UNIT
JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PKE TAHLUN 2016 = 51.730 UNIT
JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PEB TAHUN 2017 =47 283 UNIT °
JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PKB TAHUN 2018 = 58,590 UNIT *~

JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PXE 5/D TAHUN 2019 = 41938 UNIT *




LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Fahruddin Ritonga SE.,MM (Kasubbag Tata Usaha)

Waktu : Kamis, 1 Juli 2021

Tempat . Kantor Samsat Stabat

No. Pertanyaan Jawaban

1. |Bagamana Sistem Pengendalian | Sistem yang digunakan dalam penerimaan

Intern Penerimaan Pajak Kendaraan
di Kantor Samsat Stabat?

PKB sudah didukung dengan aplikasi |-
SAMSAT dengan system Online yang
mempermudah pelayanan untuk Wajib
Pgak. I-SAMSAT ini merupakan aplikas
software khusus yang dapat membantu
proses kinerja pembayaran PKB sehingga
system informasinya sudah terstruktur.

2. | Adakah pedoman kebijakan atau | Ada, pedoman dan kebijakan yang diikuti
prosedur dalam melakukan | sesuai dengan kebijakan pemerintah, juga
penerimaan PKB ? Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 12

Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pemungutan Pgak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor.

3. | Mengapa redlisas penerimaan PKB | Tidak bisa dipungkiri pada tahun 2020
pada tahun 2020 mengalami | keadaan perekonomian kita sangat susah
penurunan ? dikarenakan kepanikan masyarakat dengan

terjadinya pandemic virus corona, sangat
berdampak pada penerimaan PKB pada
saat itu, banyak masyarakat Yyang
kehilangan pekerjaannya, makanya pada
saat tahun 2020 penerimaan PKB turun
dragtis.

4. | Kendala apa sga yang dihadapi | Faktor yang cukup menghambat adalah
Samsat Stabat dalam  melakukan | kurangnya partisipas masyarakat selaku
penerimaan dan pemungutan Pajak | Wajib Pgak yang kurang kesadarannya
K endaraan Bermotor ? terhadap kewgjibannya untuk membayar

Pgak Kendaraan mereka, kemudian
banyaknya calo.

5. | Bagaimana mekanisme pemungutan | Proses pemungutan PKB telah tercantum
Pgak Kendaraan Bermotor Pada | dalam SOP Prosedur Pelayanan
Kantor Samsat Stabat? Pembayaran PKB yang berlaku untuk

seluruh Samsat berdasarkan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah.

6. | Adakah satuan yang menjadi | Ada, pengawas intern yang mengatur
pengawas intern di Kantor Samsat | berjalannya samsat Stabat adalah Kepaa
Stabat? Siapakah ? UPT Samsat Stabat yaitu bapak

Asnanuddin.

7. | Apakah ada pelatihan khusus yang di | Kalau pelatihan khusus pernah diikuti para
lakukan pegawai untuk | pegawai yang diadakan oleh BKD tetapi
meningkatkan kinerja pada masing — | Samsat sendiri tidak pernah mengadakan
masing bidang ? secara khusus untuk membuat pelatihan.

8. | Sigpakah audit eksternal kantor | Adanya audit eksternal yaitu BANGDAL,
Samsat Stabat ? BPPRDSU, dan BPK sdlaku pihak yang

berkewgjiban melakukan pengawasan dan




memeriksa untuk memantau perkembangan
serta sistem yang dijalankan oleh Samsat
Stabat.

Dengan instand apa sga Samsat
Stabat memiliki hubungan kinerja ?

Dengan Bank Sumut, PT. Jasa Raharja, dan
POL RES Langkat.

10.

Pada system pengendalian intern
unsur  pemantauan apa yang
dilakukan Samsat Stabat untuk
mengoptimalkan penerimaan PKB?

Pemantauan intern di SAMSAT Kota
Stabat dilaksanakan oleh petugas
pengawasan  khusus pada seks
pendataan, pendaftaran, penetapan dan
penagihan bidang pendapatan daerah,
tugas tersebut ditanggung jawabi oleh
kepada UPT Samsat Stabat dalam
bentuk melakukan pegawasan dimana
pegawai dipantau dalam melaksanakan
tugas  yang berkaitan dengan
penerimaan pajak kendaraan bermotor,
dengan tujuan untuk meningkatkan
pendapatan daerah dan  juga
pengendalian internal paak daerah
sangat  diberlakukan oleh  pihak
SAMSAT Kota Stabat agar supaya
mengoptimalkan penerimaan daerah,
khususnya dalam penerimaan Pagjak
Kendaraan Bermotor.

11.

Apa sga upaya yang dilakukan
Samsat Stabat dalam  mengatas
hambatan pada penerimaan PKB?

- Memberikan keringanan berupa
pemutihan kepada wajib pajak
yang menunggak PKB dan
menghapuskan denda
berjalannya.

- Meningkatkan pencapaian target
yang dibebankan kepada UPTD
Samsat Stabat.

- Meningkatkan dan
mengembangkan upaya — upaya
pola kerjasama dan koordinasi
dengan instans terkait.

- Meningkatkan sosiaisasi
peraturan-peraturan daerah dan
kebijakan berkaitan dengan
pungutan pendapatan daerah,
dengan  melibatkan  peran
masyarakat.
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JI. Kapten Mukhtar Basei No. 3, Medan, Telp, 061-6624567, Kade Pus 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Mo. Agenda: 1966/ DLISKR/AK TIFEBUMSLI27/1/2021

Kepada Yih, Medan, 277112021
Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

i Medan

Dengan heomat

Saya yang bertands tangan di bawah ini,

Nama ¢ Rizka Aprina Syafri

NPM 1705170168

Proaram Studi : Akuntansi

Konsentrasi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skrips, saya bermohon unmud mengajukan judul penelidan berikut ini:
Identifikasi Masalash ;= kurang efektifitasnya sistem pengendalian intern dalam penerimaan PRB

- perseritase tinghat kepatuhen vajib pajak, dan pengetahuan seria pemahaman wajib pajak

gengendl perpajakan tergolong masih rendah
Rencana .TuduJA ¢ 7isis Sistem Pengendalizn Intern Penerimasn Can Pemaungutan Pajak Kendaraan
e s

Bermotor

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepanshan Wajib Pajak Orang Prebadi
Dalam Membayar Pajak

3, Efektifitas Penungutan Pajak Kendaraan Bermator

Objek/Lokasi Peneliian ~ :  UPT Samsat Stabat
Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Hormat Saya
P

I

{Rizka Aprina Syafui)
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JL Kapten Mukhbtar Basri Nou 3, Medas, Telp. 061 6614567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agends: 19661 DL/SKR/AK TFEBUMSUTNIZ02]

Mama Mahasizoe : Rizka Aprina Syafni

KPM 1708170168

Program Studi : Akumtansi

Fonstentrasi : Pespajakean

Tanggal Pengsjuan Judul 2112021

Nama Dosen pembimbing™ . Elizar Sinambela, SE, M.Si (6 Februari 2021)

Judul Disetujui™? _ AWALiels SISTEW  FEMGERDALIAN IHFTERN FEHERIMAR
PAR FeMunGuUTAN PAJAK EEHDARAAM BERMOTOR

PhDA FAHTOR SAMSAT  STABAT,

Diszhican oteh:
Kenua Program Studj Lansi

-
(Fitriani Saragih, SE, M.5L) (EURAR. OHAMEELA SE Mg

R rangan

) [ e i Progrmn Sl

wn Tiimi wikch [viem Trrbamsbing

Schclaly bl 3 #kch [roui s [vsem pombonbng, s om dm cploadial babans k=2 i ke B i ol Pognaam bl Skripad™



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

dadan Kapten Mubhtar Basri No. ) Medan 2023 Teip. (06 7) 8613301 Fax [061) 6625474
Webnite  hapiwew umiuac ik Emal relionBumiu o g

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : M7 TGSALI-AUUMSU-08F/2021
Aszalamue wlatkum Waralmatullahi Wabarakatuh
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mubhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dan Ketua / Sekretaris @
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 10 Februars 2021

Dengan ini menctapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skapsa Mahasiswa

Mama : Rizka Aprina Syafini
NIFM 17051701 68
Semester W (Tujuh)
Program Studi : Akunitansi

Judul Proposal / Skripsi ¢ Analisis Sistem Pengendalion Intern Penerimaan Dan Pemungutan
Pajak Kendarzan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Dosen Pembimbing . Elizar Sinambela, SE., M.Si
Dengan demikian i izinkan menulis Proposal / Sknpsi dengon ketentuan -

I. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UMSLU.

2. Pelakasanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah peloksanaan  Seminar
Proposal ditanda dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Sknpsi

3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan ™ BATAL ™ bila tidak selesai sebelum Masa
Daluarsa tanggal : 23 Februoari 2022

Wassalamn alaikum Warakmanullahi Wabarakatih.

Ditetapkan di : Medan
Padi Tanggal 11 Rajab J442 H
21 Februari 2021 M

cXanuri., SE. MM, MLSI

Tembusan :
l. Pertinggal,

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi Manajemen Perpajakan



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

M il

Krpada Yith,
KeiuaSekretlars Program Siedi
Fakulias Ekonomi dan Bisals UNMSU
1]

Medan

Amalama"slalkum Wr. Wh.
Saya yang bertanda tangan df bawah Ink:

Nt :[R] 2w [a] [a]e Je[ [W[A] [s[vlaleln]i] |
NPM TiTzles[iz]o]i 16 ]0] | REEEEEEEN

Tempet Tl Labir {5 Iv A [EJA]T
Vel [ols] [1]s]9]e

Progesm Studi 1 Akuntansi {

Alamat Mahasizwa 2 [ 1 1 sl |Plalrm]alt] Jelr|AlvlalT

Tempat Penelition =)@ 1Al o | FlEInlGlEjLlofepAala |

Alamat Penelitian 2} 5 )t THelv |rlu ulmjalr Hio 1

Memobon kepada Bapak untuk pembustsn izin Penelition sebagai syarl untuk memperoleh data dan
identifikasi masalah dari perusshaan tersebut gana pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-gyarat lain:

I. Transkrip nilai sementars

2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Dremnikianksh permchonan ini saya buat dengan sebenamya, atas perhatian Bapak saya wcapkan terima kasih

Diketabal Wassalam
Pemohon

&

(Ri2eh ATEA SYATML




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UHSU mt—m:;:l-m;::m:mw Pox 001 28474

[F——— Ly
c .‘.'hmnr s HSILI-AUUMSL-08/F 2021 Medan, |1 Rajab 1442 H
Lampiran 23 Februari 2021 M
Perihal - lzin Riset
Kepada Yih.

Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pengelolaan Pajak Dan Reiribusi Dacrah UPPD Staba
T, Teuku Umar Ne. | Kwala Bingai Stabat
di-
Tempat

Assalamu’ alaikum Warahmatulluhi Wabarakatuh

Dengan hormat, schubungan mahasiswa kami akan menyvelesmkan stadi, untuk i kami
memohon kesediaan Bapak ( Ibu sudi kiranyva untuk memberikan kescmpatan pada mahasiswa
kami melakukan mset di Perusahaan / Instansi vang Bapak ¢ Ibu pimypin, guna untuk penvusunan
skrpsi vang merupakan salah satu persvaratan dalam menvelesaikan Program Studi Strata Satu (
81}

Adapun mahasiswa’i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mubhammadivah Sumatera
Utara tersebut adalah:

Marma : Rizka Aprina Syafini
Npm 1705170168
Progeam Studi : Akuntansi
Semester - W (Tujuh)

Judul Skripsi ¢ Amnaligis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak
Kendarnan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Demikianlsh surat kamd ini, atas perhatian dan kegasama vang Bapak / Tbu  benkan  kami
ucapkan terima kasih

‘Wassalamu “alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

f .
o Q o
- *m:w, MLSi

Tembusan 3
1. Pertinggal

Akreditasi A Pmym!uﬂim Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
B : Program Studi DIl Manajemen Perpajakan



N = .,

PEMERIN TAH PROVINSI SUMATERA UTARA

thEa): EADAN FENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Y. LPIDSTABAT =
¥ e Y Balgm Tomilns | soans ® Weak g Tale §ps] b WE) D ™
Stabat, 26 FPebruan 2021
Moty 074 sl LTID-STT 2021 hepada THh
oo Dekan Fakultas Fkonomi

[ amperan

I'an Bisms |'niversitas

Penhal : Pembwran lrin Hisct Muhammadiyah

':‘.-

Sumuptrs | tarn

-
Tempat

Perdasarkan surat Deban Falultas Ekonom dan Bisms pada Uiiversilas Mubamunady 2h
Sumatra Utz Nomor @ MITLI-AUTALU-05T 2021 tangral 23 Februan 2071

perihal Permohonan Tzn Riset pada haotos UPFD Sameal BPFRD Provms: Sumalena

1 tara Stabat

Schubungan dengan hal di atas, niaha Jengan ing UVEPL BEFPEDSU Samsat Stabat tidak
kcheratan merezrima permohonan Irin Riser sesuai Letentuan vang diberikan dari U1

Shabial,

S : Pazka Apina Syalni

NPA 1T 0168

Progam Stadi - Abunitansg

Semzsrer VI 1 Tojoh)

Juidud Shaipsi Analisis Sistem Pengendalian Intzm Penenimaan dan Pemungutan

Pajab. Kendaraan Permotor pada Yantor Samsat Stabat,

Hasil + Data vang diperoleh sclama melakuban Riset hanva digunakan uniud mumi
Abademind, tidak unmik hal lain,

DPemibian disampaikan untub diketahuo,

KEPALA UPTD BADAN PENGELOLAAN PAJAK

DANRETRIBUFLDAERAT PROVSU
‘ "
. 7/
s\

Iy
fa
o
ASNA IUNTIIE, SE. M.Si
< BINA
N =5 CO0003 1 003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
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% FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU 7 Kapt Mukbtar Basri No.d Telp. (061) 6623301 Fa. (061) 6625474

Vonggut | e | M

= a . i "'! 'ﬂ :!
BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : RIZKA APRINA SYAFNI

N.B.M : nmmm
Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA, SE-; M.Si

Program Studi  : AKUNTANSI | | =
Komsentrasi  : AKUNTANSUPERPAJAKAN | S0
SISTEM = PENGENDALIAN  INTERN
“~ _DAN PEMUNGUTAN PAJAK

T T
BAB 3 «  Lempkapi tabel rencana penelitian 264201 .
S B VI~dl I
Instrumen ' o ; \ |
WM“ EL_*;.'J
Penelitian .L
Persetujuan T
oo | R
Proposal

Diketahui oleh:




MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JI. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ® (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada han ini  Semim, 37 Mei 2021 telah disclenggarmkan seminar Program Studi Akuntansi
menerangkan bahwa :

Nama : Rizka Aprina Syafni

NPM. : 1705170168

Tempat / Tgl. Lahir : Stabat, 14 April 1999

Alamat Rumah :JIn. 5. Parman Gg. Sejahtera Stabat

Judul Proposal : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat
Disetuyui / tidak disetujui *)
Ttem Komentar

Jnaedral

1. Tambahkan tabel persentase pada data di latar belakang masalah
Bab I 2. Tambahkan teori pendukung sesuai identifikasi masalah
3. Hilangkan batasan masalah

1. Tambahkan tabel instrument penelitian pada definisi operasional
Bab 111
Kesimpulan Perbaikan Minor Seminar Ulang
Perbaikan Mayor
Medan, 31 Mei 2021
TIM SEMINAR
D
Fitriani Saragih.$E.M.5i Zulia Hanum, SEM.Si

Pembimbing

tmé '
Elizar Si .ﬁ- M S Dr. Hy. Maya San, SE., M5




MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ERONOMI DAN BISNIS
JL. Kapt. Mukhtar Basrl No. 3 Tel, (061) 6624567 Ext: M4 Medan 220238

RN

Berdasarkan hasil Seminar proposal Pm;m.m Stu:h .I..kumms.l ymg diselenggarakan pada hari Semin, 31
Mei 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Rizka Aprina Syalni
NPM 1705170168
Tempat / Tgl. Lahir : Stabat, 14 April 1999
Alamat Rumah +dIn, 8. Parman Gg. Sejuhiera Subal
Tuidul Proposal + Analisix Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungatan Pajak

Kendarnan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Proposal dinyatakan  syah  dan memenuhi Syarat  untuk menulis Sebripsi dengan
pembimbing : Elizar Sinambela, SE., ALSE

Medan, 31 Mei 2021

TIM SEMINAR
Sekretana
Fitriani Sarakih SEM.Si Fulia Hanum SEM Si
Pembimbing Pembanding
|
rmé =
Elizar Sirfimbels?SE., M.Si Dr. Hj. Maya Sari,'SE., M.Si
Diketahui / Disetujui
anDelan

Wakil 1

[, Ade Gunawan, SE/M S



MAJELIS PENDMDIKAN TINGG] PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalam Kapter Mukttar B No 3 Medan 2023 Teip r281] 8823301 Fam (061) 6825474
Website | Mip twww umausc il Emad - relionBumg e id

Momor 1947113 AUUMS U-08/F/2021 Medan, 17 Mubaram 1443 H

Lamg is 26 Agustus 2021 M
Hal - Menyelesaikan Hiset
Kepada Yih

Bapak/ Ibu Pimpinan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dacrah UPPD Stabat
Jin. T. Imam Bonjol No. | Stabat

-

Tempat

Aszalamu’ alaikum Warahmanllahi Wabarakatuh

Dengan hormat, schubungan mahasiswai kami akan menyelesatkan studinya, mohon kesediaan
bapak/ibu  untuk memberikaon  kesempatan  pada mahasswa kami melakukan  nset  di
perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk melonjutkan Fenyusunan 7 Penlisen
Skripsi pada Bab [V - V¥, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat
keterangan t¢lah selesai riset dan perusshaan vang bapak/ibu pimpin, vang menipakan salah sou
persyaratan dalam penyelesatan program studi Strata Satu { 51 ) di Fakultas Ekenomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyvah Sumatera Utara

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatcra
Utara tersebut adalah:

Mama :Rizka Aprina Syafni
NPM  1T051701 68
Semester W1 (Delapan)

Program Studi  : Akuntansi
Judul Sknipsi 0 Analisis Sistem Pengendalian Intern Penenimaan Dan Pemungutan Pagak
Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kegasama yvang Bapak/Tbu berkan, Kami ucapkan
terima kasih,

Wassalamu “alaikum Warshmatullahi Wabarakatuh

¢ SE., MM, M.SI

CeFile

Akreditasi A : Program Studi

Manajemen - Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akraditasi B : Program Studi Dl Perpajakan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPPD STABAT
Jalan T Umar No | Stabat Telp 06l RUIINIT, 060 BH12472
LANGRAT (20814)
SURAT KETERANGAN
Nomor 973 ML, UPFI-STH 2020
I Yang bertandatangan di bawah im
Nama Fahruddin Ritonga, SE, MM
Nip 19750612 199703 1 002
Panghat Gol Pembinaf IV )
Jahatan Kasubbag Tata Usaha UPT Pendapatan Pajak Daerah Stabat
Dengan im meneranghkan hahwa
Nama Rirkn Aprina Syafm
NPM 1705170168
Program Study Akuntanss
Judu! ~Analisis Sistem Pengendalian Intern penenmaan dan  Pemungutan

Pajak Kendaraan Bermator Pada kantor Samsat Stabat”

3 Pener telah selesal melaksanskan Riset Penclitian dan telah mendapat Data dan Informast
lainmva o Hadan Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Dacrah UPFT PPD Stabat
pada tanggal 25 Februan 2021 d 20 Apnl 2021

3 Demikian Surat Keterangan im dibuat untuk dipergunakan seperfunya

Suabat, 27 Agustus 2021
A KEPALA UPT PENDAPATAN PAJAK DAERAI
f W TR ASTABAT
Mﬂamﬂ'{am USANIA

imnt‘dm;t ONGA, SE. MM
S WPEMBINA
CNIPATIS0612 199703 1 002



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI
Nama

Npm

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Kewarganegaraan
Anak Ke

Alamat

No. Telephone

Email

DATA ORANG TUA
NamaAyah

Pekerjaan

Nama Ibu

Pekerjaan

Alamat

No. Telephone

DATA PENDIDIKAN FORMAL

: Rizka Aprina Syafni

: 1705170168

: Stabat, 14 April 1999

: Perempuan

> Islam

: Indonesia

: 1 dari 3 Bersaudara

: J. S. Parman GG. SgjahteraLingk. VII
: 082277477590

: rizka.aprinal999@agmail.com

: M. Syafii Rao, S.Sos

: PNS

> Sumarni, SE

: PNS

: J. S. Parman GG. SgjahteraLingk. VII
: 081396216180

3. SD Negeri 054904 Lr. Bambuan Tahun 2005 — 2011

4. SMP Negeri 1 Stabat Tahun 2011 — 2014

5. SMA Negeri 1 Stabat Tahun 2014 — 2017

6. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi Tahun 2017 — 2021
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